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ABSTRAK 
 

 

Nama : Diana 

Program Studi : Magister Kenotariatan 

Judul : PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK PAKAI NOMOR  
32/KELAPA DUA WETAN (Analisis Yuridis: Putusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2285 
K/PDT/2007 tanggal 12 Mei 2008) 

 

Kegiatan Pendaftaran Tanah bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan 
informasi yang lengkap mengenai bidang tanah serta memberikan kepastian 
hukum kepada para pemegang hak atas tanah mengenai kekuatan pembuktian 
sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat, akan tetapi sertipikat bukan 
merupakan alat pembuktian yang mutlak karena selalu terdapat kemungkinan 
pemegang haknya digugat oleh pihak lain yang merasa sebagai pemegang hak 
yang sebenarnya. Tesis ini membahas mengenai sengketa tanah antara Antjin 
Ganton dengan Pemerintah DKI Jakarta yang berakibat pada pembatalan sebagian 
bidang tanah atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 32/Kelapa Dua Wetan atas nama 
Pemerintah DKI Jakarta. Penelitian menekankan pada kepastian hukum terhadap 
suatu sertipikat hak atas tanah yang dinyatakan batal untuk sebagian luas bidang 
tanah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi 
deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun suatu sertipikat 
dinyatakan batal untuk sebagian luas bidang tanah, namun sertipikat induknya 
setelah dikurangi dengan sebagian luas bidang yang menjadi sengketa, tetap 
merupakan alat pembuktian yang kuat. 
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ABSTRACT 
 

 

Name : Diana 

Study Program : Magister of Notary 

Title : REVOCATION OF USE RIGHTS CERTIFICATE   
NUMBER 32/KELAPA DUA WETAN (Juridical  
Analysis: Supreme Court Decision Number 2285 
K/PDT/2007 dated May 12, 2008) 

 
Land registration act intends to compile and provide the complete information 
regarding a parcel of land and gives legal certainty to the rights holder in 
certificate as a strong proof tool. But the certificate is not an absolute proof tools 
because there is always possibility to others who can prove as the original rights 
holder to claim the land by the suit. The thesis discusses and analyses about the 
dispute between Antjin Ganton versus Government of DKI Jakarta that conduces 
a partial revocation of Use Rights Certificate number 32/Kelapa Dua Wetan on 
behalf of Government of DKI Jakarta. The research emphasizes to a legal 
certainty of a land certificate that revoked partially of its broad. This research used 
a normative juridical method with the descriptive typology. The result concludes 
that even a certificate has been partially revoke, the main broad of certificate after 
reduced by the revocation part in the dispute, is still a strong proof tool.     
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Land Register, revocation of land certificate. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang      

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut “UUPA”) pada 

tanggal 24 September 1960, telah terjadi perubahan fundamental pada hukum 

agraria di Indonesia terutama hukum dibidang pertanahan, karena telah terjadi 

pembaharuan dibidang hukum agraria atau hukum tanah di Indonesia. UUPA 

telah menciptakan unifikasi dibidang hukum tanah dan menyatakan tidak berlaku 

lagi hukum tanah yang bersifat dualistik, yaitu: 

a. hukum tanah barat yang bersifat liberalistik; dan 

b. hukum tanah adat tertulis ciptaan pemerintah Belanda dan pemerintah 

Swaparja. 

Sedangkan hukum tanah adat yang tidak tertulis masih tetap berlaku sebagai 

sumber utama. Unifikasi hak-hak perorangan atas tanah yang sudah dikuasai oleh 

orang dan badan hukum baik yang berasal dari hukum tanah barat maupun hukum 

tanah adat pun dikonversi atau diubah menjadi hak-hak perorangan atas tanah 

menurut hukum tanah nasional. 

Dengan demikian bersumber utama pada hukum adat yang tidak tertulis, 

sehingga hukum tanah nasional menggunakan konsepsi, asas-asas, lembaga 

hukum dan sistem hukum adat yang dirumuskan menjadi norma-norma hukum 

tanah nasional yang tertulis dan disusun menurut sistem hukum adat. Konsepsi 

hukum adat mengenai pertanahan yang diangkat menjadi konsepsi hukum tanah 

nasional dirumuskan sebagai komunalistik-religius yang memungkinkan 

penguasaan bagian-bagian tanah bersama karunia Tuhan Yang Maha Esa oleh 

Pembatalan sertifikat..., Diana, FH UI, 2012.



2 

 

 

   Universitas Indonesia 

para warga negara secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat 

pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan.1 

Berdasarkan konsepsi yang bersumber utama pada hukum adat, hak 

penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional disusun dalam tata susunan 

berjenjang sebagai berikut: 

a. Hak Bangsa 

Disebut dalam Pasal 1 UUPA dan merupakan hak penguasaan atas tanah yang 

tertinggi dan meliputi semua tanah dalam wilayah negara yang merupakan 

tanah bersama. 

b. Hak Menguasai dari Negara 

Disebut dalam Pasal 33 ayat (3)  Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan 

hak penguasaan atas tanah sebagai penugasan pelaksanaan Hak Bangsa yang 

termasuk bidang hukum publik dan meliputi semua tanah bersama bangsa 

Indonesia. Tafsiran otentik mengenai hakikat dan lingkup Hak Mengusai dari 

Negara itu dirumuskan dalam Pasal 2 UUPA. 

c. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 

Sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan merupakan hak penguasaan 

atas tanah bersama masyarakat hukum adat tertentu. Pasal 3 UUPA 

mengandung pernyataan pengakuan mengenai keberadaan hak ulayat dalam 

hukum tanah nasional. 

d. Hak-hak perorangan yang memberi kewenangan untuk memakai dalam arti 

menguasai, menggunakan dan/atau mengambil manfaat tertentu dari suatu 

bidang tanah tertentu, berupa: 

1. Hak-hak atas Tanah 

Berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai yang 

ketentuan-ketentuan pokoknya terdapat dalam UUPA serta hak-hak lain 

dalam hukum adat setempat, yang merupakan hak penguasaan atas tanah 

yang memberi kewenangan kepada pemegang haknya untuk memakai suatu 

bidang tanah tertentu yang dihaki dalam memenuhi kebutuhan pribadi atau 

usahanya. Hak-hak atas tanah itu pokok-pokok ketentuannya diatur dalam 

Pasal 4,9,16 dan Bab II UUPA. 
                                                           

1 Boedi Harsono (a), Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Cet. 10, (Jakarta: 
Universitas Trisakti, 2007)  
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2. Hak atas Tanah Wakaf  

Merupakan hak penguasaan atas suatu bidang tanah tertentu bekas hak 

milik yang oleh pemiliknya dipisahkan dari harta kekayaannya dan 

melembagakannya selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau 

keperluan sosial lainnya, sesuai ajaran hukum agama Islam. Perwakafan 

tanah hak milik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 

sebagai pelaksanaan Pasal 49 UUPA. 

e. Hak Tanggungan 

Sebagai satu-satunya hak jaminan atas tanah dalam hukum tanah nasional yang 

merupakan hak penguasaan atas tanah yang memberi kewenangan kepada 

kreditor tertentu untuk menjual lelang bidang tanah tertentu yang dijadikan 

jaminan bagi pelunasan piutang tertentu, bagi debitor yang cidera janji dan 

mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut dengan hak mendahului dari 

pada kreditor-kreditor yang lain. Hak Tanggungan diatur dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1996 sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 57 UUPA.2 

f. Sekalipun bukan hak atas tanah, namun Hak Milik atas Satuan Rumah Susun 

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16  Tahun 1985 

tentang Rumah Susun merupakan hak penguasaan yang bersifat individual 

yang ada hubungannya dengan hak atas tanah dan selalu terkait penggunaan 

hak bersama dimana rumah susun itu didirikan.3  

Tujuan utama pembentukan UUPA sebagaimana tercantum dalam penjelasan 

umum angka I UUPA adalah: 

a. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang 

merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi 

negara dan rakyat terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan 

makmur; 

b. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam 

hukum pertanahan; 

                                                           
2 Ibid., hlm. 40-42. 
3 Sunaryo Basuki, Pokok-Pokok Hukum Tanah Nasional, diktat mata kuliah Hukum Agraria 

Bagian Pertama, Magister Kenotariatan dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 
September 2007, hlm. 9.   
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c. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak 

atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 

Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan 

tersediannya perangkat hukum tertulis yang lengkap, jelas dan dilaksanakan 

secara konsisten, serta penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif. 

Kemajuan perekonomian rakyat dan perekonomian nasional berdampak 

semakin dibutuhkannya kepastian hukum dibidang pertanahan. Tanah semakin 

diperlukan untuk mendorong peningkatan perekonomian antara lain untuk 

keperluan modal dan investasi serta jaminan kredit. Namun seringkali sertipikat 

tanah menjadi persengketaan bahkan sampai ke Pengadilan. Hal ini timbul karena 

tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan 

masyarakat berusaha untuk memperoleh tanah dengan berbagai cara bahkan 

dengan cara menyerobot tanah milik orang lain. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka semakin diperlukan adanya kepastian 

hukum dan kepastian hak atas kepemilikan tanah. Jaminan kepastian hukum 

dalam penguasaan tanah juga perlu ditingkatkan antara lain dengan mempercepat 

dan meningkatkan ketelitian dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dengan surat 

tanda bukti hak berupa sertipikat tanah yang lebih dikukuhkannya kekuatan 

pembuktiannya. 

Penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan tugas negara yang 

dilaksanakan oleh pemerintah bagi kepentingan rakyat dalam rangka memberikan 

jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Data yang dihimpun dalam 

kegiatan pendaftaran tanah pada dasarnya meliputi dua bidang, yaitu: 

1. data fisik mengenai tanahnya meliputi lokasi, batas-batas, luas dan bangunan 

yang ada diatasnya; 

2. data yuridis mengenai haknya meliputi haknya apa, siapa pemegang haknya, 

ada atau tidaknya hak pihak lain.4 

Ketentuan pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 19 UUPA yang 

dilaksanakan dengan PP Nomor 10 Tahun 1961 dan kemudian diganti dengan PP 

Nomor 24 Tahun 1997. Kedua Peraturan Pemerintah tersebut merupakan bentuk 

                                                           
4 Boedi Harsono (b), Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang 

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Cet. 3, (Jakarta: 
Djambatan, 2005), hlm. 69. 
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pelaksanaan pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang 

dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tersebut berupa sertipikat hak atas tanah, 

yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur. Sertipikat hak atas tanah 

merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 

ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 (2) UUPA. 

Sertipikat hanya merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda 

bukti yang mutlak. 

Penerbitan suatu sertipikat tanah disuatu negara berkaitan dengan sistem 

pendaftaran tanah yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Jika dilihat dari 

ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, ditegaskan bahwa surat tanda bukti 

hak atau sertipikat tanah yang diterbitkan tersebut berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat dan sesuai dengan sistem negatif yang dianut dalam 

pendaftaran tanah di Indonesia, maka berarti sertipikat tanah yang diterbitkan itu 

bukanlah alat bukti yang mutlak yang tidak bisa diganggu gugat, artinya sertipikat 

tanah tersebut bisa dicabut atau dibatalkan.5 

Sistem pendaftaran tanah yang digunakan dalam hukum tanah kita dalah 

sistem pendaftaran hak dengan sistem negatif yang mengandung unsur positif. 

Makna dari sitem ini adalah bahwa pemerintah memberikan pengakuan atas 

sertipikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak dan sebagai alat bukti yang kuat 

sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Hal ini juga dinyatakan oleh Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2285 K/PDT/2007 tangaal 12 Mei 

2008 yang memuat dasar pertimbangan bahwa mengingat stelsel negatif tentang 

register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka pendaftaran nama 

seseorang di dalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah 

tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain. Dengan 

demikian, berdasarkan sistem pendaftaran tersebut, apabila ada pihak yang merasa 

dirugikan atas diterbitkannya suatu sertipikat atas suatu bidang tanah, maka pihak 

yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap 

sertipikat tersebut. 

                                                           
5 Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan 

Pelaksanaannya, cet. 1, edisi kedua, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 75. 
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Penyelesaian sengketa pertanahan dapat berakibat pada pembatalan hak atas 

tanah. Berdasarkan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian 

dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (PMNA/KABPN 

Nomor 9 Tahun 1999).  

Dalam tulisan ini, akan dibahas kasus dibatalkannya penerbitan Sertipikat 

Hak Pakai Nomor 32/Kelapa Dua Wetan untuk sebagian luas hak atas tanah, 

sebagai pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang 

diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perkara ini 

bermula dari sengketa kepemilikan atas tanah bekas milik adat yang terletak di 

Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas (dahulu Kelurahan Cipayung, 

Kecamatan Pasar Rebo), Kotamadya Jakarta Timur, dengan batas-batas: 

sebelah utara  : Jalan Raya Ciracas; 

sebelah selatan  : Gang Ganton; 

sebelah timur   : Jalan Setapak/Perkampungan Rukun Tetangga 002,  

    Rukun  Warga 011, Kelurahan Kelapa Dua Wetan; 

sebelah barat  : Jalan Mesjid At-Taufiq 

Antjin Ganton (selanjutnya disebut “Penggugat”) dengan surat bukti 

Girik/Letter C Nomor 229 Persil 9 Blok D.1 seluas 8.110 m2 yang terletak di 

wilayah Rukun Tetangga 002, Rukun  Warga 011, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, 

Kecamatan Ciracas (dahulu Kelurahan Cipayung, Kecamatan Pasar Rebo), 

Kotamadya Jakarta Timur, memiliki tanah bekas hak milik adat tersebut, bersama 

dengan ahli waris lainnya yang diperoleh berdasarkan hak waris dari orang tuanya 

yaitu Law Wan Lang dan istrinya Nyonya Nyimah Bule yang menguasai dan 

mengelola tanah hak tersebut sejak tahun 1945. 

Pada tahun 1992 terjadi keributan, dimana Pemerintah Daerah Khusus Ibu 

Kota Jakarta (PEMDA DKI Jakarta (selanjutnya disebut “Tergugat I”))  dan 

Kepala Kecamatan Ciracas (selanjutnya disebut “Tergugat II ”), memaksa 

memagari bidang tanah milik Penggugat dengan memperalat oknum Tentara 

Negara Indonsia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) pada saat itu.   

Kemudian pada tahun 1996 terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 32/Kelapa Dua 

Wetan atas nama PEMDA DKI Jakarta seluas 17.775 m2, yang sebagian dari luas 
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sertipikat tersebut masuk pada bidang tanah milik Penggugat yaitu untuk seluas 

8.110 m2 secara melawan hukum, karena baik pewaris maupun Penggugat tidak 

pernah memberikan, mengalihkan atau menjual tanah tersebut kepada pihak 

manapun apalagi kepada Tergugat I.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan terhadap 

Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, disertai dengan 

alat-alat bukti tertulis, berupa surat-surat yang menyatakan bahwa tanah seluas 

8.110 m2 dengan bukti Girik/Letter C Nomor 229 Persil 9 Blok D.1 tersebut di 

atas, adalah benar milik Law Wan Lang ayah dari Penggugat. Sedangkan 

Tergugat I tidak dapat membuktikan bahwa pihaknya telah menerima pelepasan 

atau penyerahan hak dari Law Wan Lang maupun dari Penggugat atau ahli waris 

lainnya atas tanah hak seluas 8.110 m2 tersebut. Sehingga terbukti bahwa 

Sertipikat Hak Pakai atas nama Tergugat I tersebut, diterbitkan melalui cara-cara 

yang bertentangan dengan hukum dan dinyatakan cacat hukum serta tidak dapat 

dijadikan bukti hak sepanjang luas tanah yang disengketakan oleh Penggugat.  

Terhadap sertipikat Hak Pakai Nomor 32/Kelapa Dua Wetan tersebut, akan 

dilakukan pemisahan, dimana sertipikat tersebut akan dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu bagian pertama adalah sertipikat induk, dengan nomor sertipikat yang sama 

dan pemegang haknya tetap atas nama Tergugat I. Sedangkan bagian yang kedua 

adalah bidang tanah hasil pemisahan seluas 8.110 m2 milik Penggugat bersama 

ahli warisnya dan karena belum bersertipikat, maka bidang tanah tersebut kembali 

berstatus sebagai tanah bekas hak milik adat berdasarkan Girik/Letter C Nomor 

229 Persil 9 Blok D.1. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji 

lebih lanjut mengenai kepastian hukum terhadap sertipikat hak atas tanah yang 

dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk 

sebagian luas tanah yang menjadi sengketa, prosedur pelaksanaan pelepasan dan 

permohonan kembali hak atas tanah hasil pemisahan dari sertipikat yang  telah 

dinyatakan cacat hukum dan apakah putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 2285 K/PDT/2007 tanggal 12 Mei 2008 telah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan maksud untuk 

mengkaji masalah tersebut, maka dikemukakan judul penelitian 
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“PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK PAKAI NOMOR 32/KELAPA DU A 

WETAN” (Analisis Yuridis: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 2285 K/PDT/2007 tanggal 12 Mei 2008). 

 

B. Pokok Permasalahan 

 

Dalam penelitian ini akan dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kepastian hukum terhadap sertipikat hak atas tanah yang 

dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

untuk sebagian luas tanah yang menjadi sengketa? 

2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pelepasan dan permohonan kembali hak 

atas tanah hasil pemisahan dari sertipikat yang telah dinyatakan cacat 

hukum? 

3. Apakah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2285 

K/PDT/2007 tertanggal 12 Mei 2008, telah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku? 

 

C. Metode Penelitian 

 

1. Bentuk Penelitian 

Bentuk penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah 

yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data 

sekunder berupa norma hukum tertulis. 

 

2. Tipologi Penelitian 

Tipologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, penelitian deskriptif 

preskriptif. Maksud dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang 

jelas tentang proses pembatalan sertipikat yang dinyatakan cacat hukum 

oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk sebagian luas 

tanah yang disengketakan, serta memberikan saran dan jalan keluar 

terhadap permasalahan tersebut. 
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3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 

data yang diperoleh  melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi 

guna mendapatkan landasan teoritis terhadap pembatalan sertipikat yang 

dinyatakan cacat hukum oleh putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia untuk sebagian luas tanah yang disengketakan. Sumber hukum 

yang digunakan berupa: 

a. Sumber hukum primer, yaitu berupa sumber hukum yang mengikat, 

yaitu peraturan perundang-undangan yang berguna untuk mencari 

landasan hukum dari penelitian; 

b. Sumber hukum sekunder, yaitu sumber pustaka yang bertujuan untuk 

memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer. Sumber 

hukum sekunder ini antara lain mencakup hasil penelitian, rancangan 

undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum dan literatur-

literatur; 

c. Sumber hukum tersier, yaitu sumber yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam 

sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedia, dan 

sebagainya. 

4. Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

a. Studi Dokumen 

Peneliti mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku 

yang mengatur mengenai pendaftaran tanah, pembatalan penerbitan 

sertipikat hak atas tanah dan penanganan sengketa pertanahan. 

b. Studi Kasus 

Peneliti melakukan studi kasus untuk menunjang data yang telah 

diperoleh melalui studi dokumen. 

5. Metode Analisis Data 
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Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dari data 

sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah untuk perumusan kesimpulan 

untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

D. Sistematika Penulisan 

 

BAB  I  PENDAHULUAN 

 Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, pokok 

permasalahan, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB  II TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN 

SERTIPIKAT  

Dalam Bab ini memuat kajian teori dan analisa yang berkaitan 

dengan penyebab dinyatakannya sertipikat hak atas tanah menjadi 

cacat hukum dengan meninjau terlebih dahulu tentang hak-hak atas 

tanah, keberadaan pendaftaran tanah sebagai dasar terbitnya 

sertipikat, sertipikat sebagai tanda bukti hak, terdiri dari pengertian 

sertipikat, kekuatan pembuktian sertipikat, pembatalan hak atas 

tanah, pemecahan dan pemisahan bidang tanah, pelepasan hak atas 

tanah, serta permohonan kembali hak atas tanah, uraian terhadap 

kasus posisi, putusan pengadilan dan selanjutnya dilakukan analisis 

terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 32/Kelapa Dua 

Wetan (Analisis Yuridis: Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 2285 K/PDT/2007 tanggal 12 Mei 2008) dengan 

permasalahan hukum, yaitu mengenai bagaimanakah kepastian 

hukum terhadap sertipikat hak atas tanah yang dinyatakan cacat 

hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk 

sebagian luas tanah yang menjadi sengketa, bagaimana prosedur 

pelaksanaan pelepasan dan permohonan kembali hak atas tanah 

hasil pemisahan dari sertipikat yang telah dinyatakan cacat hukum 

dan apakah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
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2285 K/PDT/2007 tertanggal 12 Mei 2008, telah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku?  

  

BAB III  PENUTUP 

  Dalam Bab terakhir ini, akan membahas dan menarik suatu 

kesimpulan dari uraian dalam bab-bab terdahulu serta akan 

dikemukakan saran-saran yang diperlukan berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan. 
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BAB II 

TINJAUAN HUKUM  

TERHADAP PEMBATALAN SERTIPIKAT 

 

A. TEORI DAN LANDASAN HUKUM 

 

1. Hak-Hak Perorangan Atas Tanah 

 

Hak-hak perorangan yang memberi kewenangan untuk memakai 

dalam arti menguasai, menggunakan dan/atau mengambil manfaat tertentu 

dari suatu bidang tanah tertentu, berupa: 

a. Hak Milik 

1) Pengertian 

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang 

dapat dipunyai atas tanah dengan mengingat fungsi sosial, yang 

dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.6 

Dengan demikian maka sifat-sifat hak milik adalah: 

a) Turun-temurun, artinya hak milik atas tanah dapat beralih 

karena hukum dari seseorang pemilik tanah yang meninggal 

dunia kepada ahli waris; 

b) Terkuat, artinya bahwa hak milik atas tanah tersebut yang 

paling kuat diantara hak-hak atas tanah lainnya; 

c) Terpenuh, artinya bahwa hak milik atas tanah tersebut dapat 

digunakan untuk usaha pertanian dan juga untuk mendirikan 

bangunan; 

d) Dapat beralih dan dialihkan; 

                                                           
6 Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria, Nomor 5 Tahun 1960, LN Nomor 104 Tahun 

1960, TLN Nomor 2043, Ps. 20. 
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e) Dapat dibebani kredit dengan dibebani hak tanggungan; 

f) Jangka waktu tidak terbatas; 

2) Subyek Hak Milik 

a) Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, maka yang 

dapat mempunyai hak milik adalah: 

(1)   Warga Negara Indonesia; 

(2)   Badan-badan hukum yang ditunjuk Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 1963, tertanggal 19 Juni 1963, yakni: 

b) Bank-bank Negara, misalnya: Bank Indonesia, Bank Dagang 

Negara, Bank Negara Indonesia 1946; 

c) Koperasi Pertanian; 

d) Badan-badan Sosial; 

e) Badan-badan Keagamaan. 

b. Hak Guna Usaha 

1) Pengertian 

Hak Guna Usaha, yang pengertiannya dijabarkan dalam Pasal 

28 UUPA, adalah: 

a) Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh 

negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 

29 UUPA, yang ditujukan guna usaha pertanian, perikanan atau 

peternakan. 

b) Hak Guna Usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling 

sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 

hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak 

dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan 

zaman. 

c) Hak Guna Usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 

Dari definisi atau pengertian yang tersebut diatas, dapat 

diketahui bahwa yang dinamakan dengan Hak Guna Usaha adalah 

hak yang diberikan oleh negara kepada perusahaan pertanian, 

perikanan atau perusahaan peternakan untuk melakukan kegiatan 

usahanya di Indonesia. 
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2) Subyek dan Jangka Waktu Hak Guna Usaha 

a) Pihak yang dapat menjadi pemegang Hak Guna Usaha. 

Sehubungan dengan pemberian Hak Guna Usaha ini, diatur 

dalam Pasal 30 dan 31 UUPA, sebagai berikut: 

(1) Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha ialah: 

(a) Warga Negara Indonesia; 

(b) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia 

yang berkedudukan di Indonesia; 

(2) Orang atau Badan Hukum yang mempunyai Hak Guna 

Usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang 

tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dalam jangka waktu satu 

tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada 

pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku 

juga terhadap pihak yang memperoleh Hak Guna Usaha, 

jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika Hak 

Guna Usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau 

dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus 

karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain 

akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang 

ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 

(3) Hak Guna Usaha terjadi karena penetapan pemerintah. 

b) Jangka Waktu Hak Guna Usaha 

Jangka waktu pemberian Hak Guna Usaha dapat ditemukan 

dalam ketentuan Pasal 29 UUPA yang menetapkan bahwa, Hak 

Guna Usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. 

Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama 

dapat diberikan Hak Guna Usaha untuk waktu paling lama 35 

tahun. Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan 

perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) 

dan (2)  pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 

25 tahun. 
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c.   Hak Guna Bangunan 

1) Pengertian 

Hak Guna Bangunan adalah salah satu hak atas tanah lainnya 

yang diatur dalam UUPA. Menurut ketentuan Pasal 35 UUPA yang 

berbunyi sebagai berikut: 

a) Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan 

mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan 

miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. 

b) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat 

keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya jangka waktu 

tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu 

paling lama 20 tahun. 

c) Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak 

lain. 

2) Subyek dan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan 

a) Pihak yang dapat menjadi pemegang Hak Guna Bangunan. 

Sehubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan ini, 

diatur dalam Pasal 36 UUPA, sebagai berikut: 

(1) Yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan ialah: 

(a) Warga Negara Indonesia; 

(b) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia 

yang berkedudukan di Indonesia; 

(2) Orang atau Badan Hukum yang mempunyai Hak Guna 

Bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai 

yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dalam jangka waktu 

satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu 

kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini 

berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh Hak Guna 

Bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. 

Jika Hak Guna Bangunan yang bersangkutan tidak 

dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut 

maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan 
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bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut 

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan 

pemerintah. 

b) Jangka Waktu Hak Guna Bangunan. 

Ketentuan Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 mengatur mengenai jangka 

waktu pemberian Hak Guna Bangunan. Ketentuan tersebut 

berbunyi sebagai berikut: 

(1) Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

22 PP Nomor 40 Tahun 1996 tersebut, diberikan untuk 

jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang 

untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. 

(2) Sesudah jangka waktu Hak Guna Bangunan dan 

perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

berakhir kepada bekas pemegang hak dapat diberikan 

pembaharuan Hak Guna Bangunan di atas tanah yang sama.  

d. Hak Pakai 

1) Pengertian 

Hak atas tanah berikutnya yang diatur dalam UUPA adalah 

Hak Pakai. Rumusan umum mengenai Hak Pakai  sebagai hak atas 

tanah diatur dalam ketentuan Pasal 41 UUPA yang menyatakan 

sebagai berikut: 

(a) Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut 

hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah 

milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang 

ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang 

berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan 

pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau 

perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak 

bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-

undang. 

(b) Hak Pakai dapat diberikan: 
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(1) Selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya 

dipergunakan untuk keperluan tertentu. 

(2) Dengan cuma-Cuma, dengan pembayaran atau pemberian 

jasa berupa apapun.  

(3) Pemberian Hak Pakai tidak boleh disertai syarat-syarat 

yang mengandung unsur pemerasan. 

2) Subyek Hak Pakai 

Pasal 42 UUPA berisi aturan mengenai siapa saja atau Subyek 

hukum Hak Pakai, yaitu sebagai berikut: 

a) Warga Negara Indonesia; 

b) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 

c) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia; 

d) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 

 

2.  Pendaftaran Tanah 

 

a. Pengertian Pendaftaran Tanah 

Penyelenggaraan pendaftaran tanah ditetapkan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian 

dalam perkembangannya disempurnakan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mulai berlaku pada 

tanggal 8 Oktober 1997 dan telah mendapat pengaturan lebih 

lengkap dan lebih rinci dalam ketentuan pelaksanaannya, yaitu 

dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (selanjutnya disebut 

“PMNA/KBPN Nomor 3/1997”)  yang mulai berlaku juga pada 

tanggal 8 Oktober 1997.  

Pengertian pendaftaran tanah tercantum dalam pasal 1 angka 1 

PP Nomor 24 Tahun 1997, yaitu suatu rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, 

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, 
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pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data 

yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat 

tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada 

haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak 

tertentu yang membebaninya. 

Kata-kata “suatu rangkaian kegiatan” menunjuk kepada adanya 

berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang 

berkaitan satu dengan yang lain, berurutan menjadi satu kesatuan 

rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan 

dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukun di bidang 

pertanahan bagi rakyat. 

Kata-kata “terus-menerus” menunjuk pada pelaksanaan 

kegiatan, yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang 

sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti 

disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian, 

hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir. 

Kata-kata “teratur” menunjukkan, bahwa semua kegiatan harus 

berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena 

hasilnya akan merupakan tanda bukti menurut hukum, biarpun 

daya kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum 

negara-negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah. 

Data yang dihimpun pada dasarnya meliputi dua bidang, yaitu: 

1) Data fisik mengenai tanahnya, yaitu meliputi lokasinya, batas-

batasnya, luas bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. 

2) Data yuridis mengenai haknya, yaitu meliputi haknya apa, 

siapa pemegang haknya, ada atau tidak hak pihak lain. 

Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah wilayah kesatuan 

administrasi pendaftaran, yang bisa meliputi seluruh Negara, bisa 

juga desa atau kelurahan seperti yang ditetapkan dalam PP Nomor 

24 Tahun 1997. 
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Kata-kata “tanah-tanah tertentu” menunjukkan kepada obyek 

pendaftaran tanah. Ada kemungkinan, bahwa yang didaftar hanya 

sebagian tanah yang dipunyai dengan hak yang ditunjuk. Dalam PP 

Nomor 10 Tahun 1961, yang semula ditunjuk untuk didaftar adalah 

Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan. Tetapi 

kemudian diperluas mengenai juga Hak Pakai yang diberikan oleh 

Negara, Hak Pengelolaan, Wakaf dan Hak Milik atas Satuan 

Rumah Susun. 

Urutan kegiatan pendaftaran tanah, adalah pengumpulan 

datanya, pengolahan atau processing-nya, penyimpanannya dan 

kemudian penyajiannya. Bentuk penyimpanannya bisa berupa 

tulisan, gambar/peta dan angka-angka di atas kertas, mikrofilm atau 

dengan menggunakan bantuan komputer. Kegiatan-kegiatan 

tersebut meliputi baik data pendaftaran untuk pertama kali maupun 

pemeliharaannya kemudian. Dalam pengertian “penyajian” 

termasuk penerbitan dokumen informasi kepada pihak yang 

memintanya, berdasarkan data yang dihimpun. Berdasarkan data 

yang dihimpun tersebut, maka diterbitkanlah surat tanda bukti 

haknya. 

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 

1997 bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas 

sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Penjelasan 

mengenai asas-asas tersebut, adalah sebagai berikut: 

a) Asas sederhana, dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok 

maupun prosedurnya mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. 

b) Asas aman, dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa 

pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan 

cermat, sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan 

kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu 

sendiri. 
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c) Asas terjangkau, dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-

pihak yang memerlukan, khususnya dalam memperhatikan 

kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. 

Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan 

pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang 

memerlukan. 

d) Asas mutakhir, dimaksudkan kelengkapan yang memadai 

dalam pelaksanaannya dan berkesinambungan dalam 

pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan 

keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban 

mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi 

dikemudian hari. 

e) Asas terbuka, dimaksudkan data yang tersimpan di Kantor 

Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata dilapangan dan 

masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang 

benar setiap saat.   

 

b. Obyek Pendaftaran Tanah 

Obyek pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PP 

Nomor 24 Tahun 1997, meliputi: 

1) Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna 

usaha, hak guna bangunan dan hak pakai; 

2) Tanah hak pengelolaan; 

3) Tanah wakaf; 

4) Hak milik atas satuan rumah susun; 

5) Hak tanggungan; 

6) Tanah negara. 

Berbeda dengan obyek-obyek pendaftaran tanah yang lain, tanah 

negara pendaftarannya dilakukan dengan cara membuktikan bidang 

tanah yang bersangkutan dalam daftar tanah. Untuk tanah negara 

tidak disediakan buku tanah dan karenanya juga tidak diterbitkan 

sertipikat. Sedangkan obyek pendaftaran tanah yang lain didaftar 
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dengan membukukannya dalam peta pendaftaran dan buku tanah 

serta menerbitkan sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya. 7 

 

c. Tujuan dan Fungsi Pendaftaran Tanah 

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP 

Nomor 24 Tahun 1997, adalah sebagai berikut: 

1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 

kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah 

susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat 

membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; 

2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat 

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 

hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 

susun yang sudah terdaftar; 

3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi di bidang pertanahan.  

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa pendaftaran 

tanah atau pendaftaran hak atas tanah akan membawa akibat 

diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah yang lazim disebut 

sertipikat tanah kepada pihak yang bersangkutan yang berlaku 

sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap hak atas tanah yang 

dipegangnya itu. Disinilah letak hubungan antara maksud dan tujuan 

pendaftaran tanah dengan maksud dan tujuan UUPA, yaitu menuju 

cita-cita adanya kepastian hukum berkenaan dengan hak-hak atas 

tanah yang umumnya dipegang oleh sebagaian besar rakyat 

Indonesia. 

 

d. Kegiatan Pendaftaran Tanah 

Kegiatan pendaftaran tanah merupakan realisasi salah satu 

tujuan UUPA. Tugas untuk melakukan pendaftaran tanah pada 

                                                           
7 Harsono (b), op.cit., hlm. 476-477. 
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prinsipnya dibebankan kepada pemerintah dan para pemilik tanah 

yang mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan haknya. 

Sertipikat hak atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran 

tanah berisi data fisik dan data yuridis. Data fisik adalah keterangan 

mengenai letak, batas, luas bidang tanah dan satuan rumah susun 

yang didaftar, termasuk keterangan mangenai adanya bangunan atau 

bagian bangunan diatasnya. Sedangkan data yuridis, adalah 

keterangan tentang status hukum bidang tanah dan satuan rumah 

susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak-hak pihak lain, serta 

hak-hak lain yang membebaninya. Dengan sertipikat tanah, maka 

kepastian yang berkenaan dengan jenis hak atas tanahnya, subyek 

hak dan obyek haknya menjadi nyata. Oleh karena itu, dibandingkan 

dengan alat bukti tertulis lainnya, sertipikat merupakan tanda bukti 

hak yang kuat. Artinya harus dianggap benar sampai dapat 

dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan bukti yang lain. 

Lingkup pekerjaan pendaftaran tanah meliputi: 

1) pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah yang 

menghasilkan peta-peta pendaftaran dan surat-surat ukur. Dari 

peta pendaftaran dan surat ukur dapat diperoleh kepastian 

mengenai letak, batas dan luas tanah yang bersangkutan; 

2) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. 

Termasuk dalam kegiatan ini adalah pendaftaran atau pencatatan 

hak-hak lain, baik hak-hak atas tanah maupun hak jaminan, serta 

beban-beban lainnya yang membebani hak-hak atas tanah yang 

didaftar itu. Selain mengenai status tanahnya, pendaftaran ini 

memberikan keterangan tentang subyek haknya, yaitu siapa 

yang berhak atas tanah yang bersangkutan; 

3) pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang menurut Pasal 19 

ayat (2) UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu 

sertipikat. 8 

                                                           
8 Effendi Perangin (a), Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang 

Praktisi Hukum, Cet. 4, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Juni 1994), hlm. 97. 
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Berdasarkan Pasal 11 PP Nomor 24 Tahun 1997 pelaksanaan 

pendaftaran tanah meliputi, kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. 

1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: 

a) pengumpulan dan pengolahan data fisik; 

b) pembuktian hak dan pembukuannya; 

c) penerbitan sertipikat; 

d) penyajian data fisik dan data yuridis; 

e) penyimpanan daftar umum dan dokumen. 

2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi: 

a)  pendaftaran peralihan dan pembebanan hak; 

b) pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya. 

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali tersebut di atas, 

dilaksanakan melalui dua cara, yaitu: 

1) Pendaftaran tanah secara sistematik, yaitu kegiatan pendaftaran 

tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang 

meliputi semua obyek pendaftaran yang belum didaftar dalam 

wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran 

tanah secara sistematik diselenggarakan atas prakasa pemerintah 

berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan 

tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan 

oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional. 

2) Pendaftaran tanah secara sporadik, yaitu kegiatan pendaftaran 

tanah untuk pertama kali mengenai suatu atau beberapa obyek 

pendaftaran tanah dalam wilayah suatu desa/kelurahan secara 

individual atau masal. Pendaftaran tanah secara sporadik 

dilaksanakan atas permintaan atau inisiatif dari pemilik tanah 

secara masal dengan biaya dari pemilik tanah itu sendiri. 9     

                                                                                                                                                               

 
9 Adrian Sutedi (b), Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas 

Tanah, (Jakarta: Cipta Jaya, 2006), hlm. 29. 
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e. Sistem Pendaftaran Tanah 

Sistem pendaftaran tanah yang dipakai disuatu negara 

tergantung pada asas hukum pendaftaran tanah dan sistem publikasi 

yang digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh 

negara yang bersangkutan. 

Terdapat dua macam sistem pendaftaran tanah, yaitu: 

1) Sistem pendaftaran akta (registration of deeds); 

2) Sistem pendaftaran hak (registration of title). 

Persamaan dari kedua sistem pendaftaran tersebut adalah, baik 

dalam sistem pendaftaran akta maupun sistem pendaftaran hak, 

setiap pemberian atau menciptakan hak baru serta pemindahan dan 

pembebanannya dengan hak lain harus dibuktikan dengan suatu akta. 

Dalam akta tersebut dimuat data yuridis tanah yang bersangkutan, 

antara lain perbuatan hukumnya, haknya, penerima haknya dan hak 

apa yang dibebankan. Dalam kedua sistem pendaftaran tersebut, akta 

merupakan sumber data yuridis. Sedangkan perbedaan dari kedua 

sistem pendaftaran tersbut adalah: 

1) pada sistem pendaftaran akta, pendaftaran berarti mendaftarkan 

peristiwa hukumnya, yaitu peralihan haknya dengan cara 

mendaftarkan akta. Akta itulah yang didaftar oleh pejabat 

pendaftaran tanah yang bersifat pasif. Ia tidak melakukan 

pengujian kebenaran data yang disebut dalam akta yang didaftar. 

2) pada sistem pendaftaran hak, pemegang hak yang terdaftar 

adalah pemegang hak yang sah menurut hukum, sehingga 

pendaftaran berarti mendaftarkan status seseorang sebagai 

pemegang hak atas tanah. Setiap penciptaan hak baru dan 

perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan 

kemudian, juga harus dibuktikan dengan suatu akta, tetapi dalam 

penyelenggaraan pendaftarannya bukan akta yang didaftar, 

melainkan haknya yang diciptakan dan perubahan-perubahannya 

kemudian. Akta hanya merupakan sumber datanya. Dalam 

sistem pendaftaran hak, pejabat pendaftaran tanah bersifat aktif. 
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Sebelum dilakukan pendaftaran hak oleh pejabat pendaftaran 

tanah dilakukan pengujian kebenaran data yang dimuat dalam 

akta yang bersangkutan.  

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa sistem pendaftaran 

tanah berkaitan dengan kegiatan publikasi berupa penyajian data 

yang dihimpun secara terbuka bagi umum di Kantor Pertanahan, 

berupa daftar-daftar dan peta, sebagai informasi bagi umum yang 

akan melakukan perbuatan hukum menganai tanah yang terdaftar. 

Sejauh mana orang boleh mempercayai kebenaran data yang 

disajikan dan sejauh mana hukum melindungi kepentingan orang 

yang melakukan perbuatan hukum mengenai tanah yang haknya 

sudah didaftar, tergantung pada sistem publikasi yang digunakan 

dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh negara yang 

bersangkutan. Secara umum dikenal dua sistem publikasi, yaitu 

sistem publikasi negatif dan sistem publikasi positif.  10 

1) Sistem Publikasi Negatif 

Dalam pendaftaran tanah yang menggunakan sistem 

publikasi negatif, negara hanya bersifat pasif menerima apa 

yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran. Oleh 

karena itu, sewaktu-waktu dapat digugat oleh orang yang merasa 

lebih berhak atas tanah itu. Pihak yang memperoleh tanah dari 

orang yang sudah terdaftar tidak dijamin, walaupun dia 

memperoleh tanah dengan itikad baik. Hal ini berarti, dalam 

sistem publikasi negatif keterangan-keterangan yang tercantum 

di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima 

sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada 

alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya. Dengan 

demikian, pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif 

tidak memberikan kepastian hukum kepada orang yang terdaftar 

                                                           
10 Harsono (b), op.cit., hlm. 76-80. 
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sebagai pemegang hak karena negara tidak menjamin kebenaran 

catatan yang disajikan. 

Dalam sistem publikasi negatif berlaku asas yang dikenal 

sebagai nemo plus juris, artinya bahwa orang tidak dapat 

menyerahkan atau memindahkan hak melebihi apa yang 

dimilikinya. Data yang disajikan dalam pendaftaran dengan 

sistem publikasi negatif tidak boleh begitu saja dipercaya 

kebenarannya. Negara tidak menjamin kebenaran data yang 

disajikan. Walaupun sudah melakukan pendaftaran, pembeli 

selalu masih menghadapi kemungkinan gugatan dari orang yang 

dapat membuktikan bahwa dialah pemegang hak yang 

sebenarnya. 11 Subyek hak yang merasa mempunyai hak atas 

tanah masih dapat mempertahankan haknya dengan cara 

melakukan gugatan terhadap pihak-pihak yang namanya 

terdaftar dalam buku tanah. Oleh karena itu, asas nemo plus 

juris memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak 

yang sebenarnya, terhadap tindakan pihak lain yang 

mengalihkan haknya tanpa sepengetahuannya. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan kelebihan dan kelemahan dari 

sistem publikasi negatif, adalah sebagai berikut: 

a) kelebihan sistem publikasi negatif 

i) pemegang hak sesungguhnya terlindungi dari pihak 

yang tidak berhak atas tanahnya; 

ii)  adanya penyelidikan riwayat tanah sebelum penerbitan 

sertipikat; 

iii)  tidak ada batasan waktu bagi pemilik tanah 

sesungguhnya untuk menuntut haknya.    

b) kelemahan sistem publikasi negatif  

i) tidak ada kepastian atas keabsahan sertipikat, karena 

setiap saat dapat atau mungkin saja digugat dan 

                                                           
11 Ibid. hlm. 81-82. 
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dibatalkan jika terbukti penerbitan sertipikat tersebut 

tidak sah; 

ii)  peranan Pejabat Pendaftaran Tanah bersifat pasif, tidak 

menjamin kebenaran data yang tercantum dalam 

sertipikat;   

2) Sistem Publikasi Positif 

Dalam pendaftaran tanah yang menggunakan sistem 

publikasi positif, orang yang mendaftar sebagai pemegang hak 

atas tanah tidak dapat diganggu gugat lagi haknya. Dalam sistem 

ini, negara sebagai pendaftar menjamin bahwa pendaftaran yang 

telah dilakukan adalah benar. Konsekuensi dari penggunaan 

sistem ini adalah bahwa dalam proses pendaftarannya harus 

benar-benar diteliti, bahwa orang yang mengajukan 

pendaftarannya memang berhak atas tanah yang didaftarkan 

tersebut, dalam arti ia memperoleh tanah ini dengan sah dari 

pihak yang benar-benar berwenang memindahkan hak atas tanah 

tersebut dan batas-batas tanah tersebut adalah benar adanya. 

Negara menjamin kebenaran data yang disajikan. Sistem ini 

mengandung ketentuan-ketentuan yang merupakan perwujudan 

ungkapan “title by registration” (dengan pendaftaran diciptakan 

hak), pendaftaran menciptakan suatu “indefeasible title” (hak 

yang tidak dapat diganggu gugat) dan “the register is 

everything” (untuk memastikan adanya suatu hak dan pemegang 

haknya cukup dilihat buku tanahnya).  

Sistem publikasi positif selalu menggunakan sistem 

pendaftran hak, sehingga mutlak adanya register atau buku tanah 

sebagai bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridis serta 

sertipikat hak sebagai surat tanda bukti hak. Dalam sistem 

pendaftaran hak, pejabat pendaftaran tanah mengadakan 

pengujian kebenaran data sebelum membuat buku tanah serta 

melakukan pengukuran dan pembuatan peta. Sistem publikasi 

positif ini akan menghasilkan suatu produk hukum yang dijamin 
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kebenarannya oleh pemerintah, oleh karena itu tidak bisa 

diganggu gugat. Sehingga dapat disimpulkan kelebihan dan 

kelemahan dari sistem publikasi positif, adalah sebagai berikut: 

a) kelebihan dari sistem publikasi positif, yaitu: 

i) adanya kepastian hukum bagi pemegang sertipikat; 

ii)  adanya peranan aktif Pejabat Pendaftaran Tanah; 

iii)  mekanisme penerbitan sertipikat dapat  dengan mudah 

diketahui publik. 

b) kelemahan dari sitem publikasi positif, yaitu: 

i) pemilik tanah yang sesungguhnya akan kehilangan 

haknya, karena tanah tersebut telah ada sertipikat atas 

nama pihak lain yang tidak dapat diubah lagi; 

ii)  peranan aktif Pejabat Pendaftaran Tanah memerlukan 

waktu dan prasarana yang mahal;       

Dalam praktik, baik sistem publikasi positif maupun sistem 

publikasi negatif tidak pernah digunakan secara murni. Sistem 

publikasi positif memberi beban yang terlalu berat kepada negara 

sebagai pendaftar. Apabila ada kesalahan dalam pendaftaran, negara 

harus menanggung akibat dari kesalahan itu. Dalam hukum 

pendaftaran tanah hak barat, dahulu ada dikenal sebagai lembaga 

acquisitive verjaring yang dapat mengakhiri kelemahan sistem 

publikasi negatif. Akan tetapi lembaga ini sudah tidak berlaku lagi 

seiring dengan tidak adanya lagi tanah-tanah hak barat dan dengan 

dicabutnya pasal UUPA. Lembaga yang dapat menggantinya adalah 

lembaga yang dikenal dengan sebutan rechtsverwerking yang 

dituangkan dalam Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 untuk 

memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para 

pemegang sertipikat.12 

   

 

 

                                                           
12 Sutedi (a), op.cit., hlm. 114. 
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f. Pendaftaran Tanah di Indonesia  

Mengenai sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, 

dikemukakan oleh para ahli hukum, diantaranya menurut  Profesor 

Budi Harsono, menurut beliau sesungguhnya pendaftaran tanah di 

negara kita berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPA bertujuan untuk 

menjamin kepastian hukum, tetapi dalam hal ini dimaksudkan bukan 

menggunakan apa yang disebut sistem publikasi positif. Ketentuan 

tersebut tidak memerintahkan dipergunakannya sistem positif, 

karena sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang diterbitkan 

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan tidak bersifat mutlak. 

Hal ini ditegaskan dalam penjelasan umum PP Nomor 24 Tahun 

1997, bahwa pihak lain yang merasa memiliki tanah dapat menuntut 

orang yang namanya tercantum dalam sertipikat dalam waktu 5 

(lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu. Jadi pendaftaran hak 

yang diatur dalam peraturan pemerintah ini tidaklah mutlak, karena 

orang yang namanya terdaftar dalam suatu buku tanah tidak 

mengakibatkan orang yang sebenarnya berhak atas tanah akan 

kehilangan haknya. Bahwa sistem yang dipergunakan dalam UUPA 

bukanlah sistem negatif yang murni, melainkan sistem negatif yang 

bertendensi positif. Pengertian negatif disini adalah bahwa 

keterangan-keterangan yang ada tersebut, jika ternyata tidak benar 

masih dapat diubah atau diperbaiki. 

Pendapat serupa dikemukakan oleh Profesor Arie S. 

Hutagalung, yang mengemukakan bahwa sistem pendaftaran tanah 

negatif dengan tendensi positif inilah yang diterapkan saat ini, jadi 

sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Badan 

Pertanahan Nasional dapat saja digugat keabsahannya dengan 

mengajukan gugatan ke pengadilan dan hakim dapat membatalkan 

sertipikat tersebut, jadi sertipikat hak atas tanah hanya sebagai alat 

bukti yang kuat, bukan alat bukti yang mutlak. Adapun tendensi 

positif dalam pendaftaran tanah menurut PP Nomor 10 Tahun 1961 

yang telah disempurnakan oleh PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
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Pendaftaran Tanah dalam wujud adanya upaya “contradictoir 

delimitation”, yaitu upaya mengurangi sengketa mengenai (tanda) 

batas-batas tanah, dimana petugas Kantor Badan Pertanahan 

Nasional aktif melibatkan para pihak pemilik tanah yang letaknya 

berbatasan untuk menentukan tanda batas. 13 

Demikian pula dalam penjelasan umum PP Nomor 24 Tahun 

1997 ditegaskan bahwa dalam pendaftaran tanah, sistem publikasi 

yang digunakan adalah sistem publikasi negatif tetapi yang 

mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat 

tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Hal 

ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, 

yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah meliputi pemberian 

surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang kuat. 

Sedangkan sistem pendaftaran tanah yang digunakan adalah 

sistem pendaftaran hak (“registration of titles”) yang tampak dari 

adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data yuridis dan 

data fisik yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertipikat 

sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar. Pembukuan dalam buku 

tanah serta pencatatannya pada surat ukur dan bidang tanahnya yang 

diuraikan dalam surat ukur , secara hukum telah didaftar menurut PP 

Nomor 24 Tahun 1997.  

 

3.  Sertipikat Hak Atas Tanah 

 

a. Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah 

Produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah adalah sertipikat 

hak atas tanah. Sesuai dengan Pasal 13 PP Nomor 10 Tahun 1961, 

yang dimaksud dengan sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang 

                                                           
13 Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah., (Jakarta: 

Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005), hlm. 397-398. 
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terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur, diberi sampul dijahit 

menjadi satu yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria. 

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 20 PP Nomor 24 Tahun 1997 

dijelaskan bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk 

hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan 

rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah 

dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Secara umum Pasal 

19 ayat (2) UUPA juga menjelaskan bahwa pendaftaran tanah 

meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak berupa sertipikat 

yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Hal ini ditegaskan 

pula dengan Penjelasan Umum Bab IV alinea 2 UUPA yang 

menyatakan bahwa, Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 UUPA ditujukan 

kepada para pemegang hak yang bersangkutan, dengan maksud agar 

mereka memperoleh kepastian tentang haknya itu. Sedangkan Pasal 

19 UUPA ditujukan kepada pemerintah sebagai suatu instruksi agar 

seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat 

“rechts-kadaster”, artinya yang bertujuan menjamin kepastian 

hukum. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapatlah dikatakan bahwa 

sertipikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah, suatu 

pengakuan dan penegasan dari negara terhadap penguasaan tanah 

secara perorangan atau bersama atau badan hukum yang namanya 

tertulis didalamnya dan sekaligus menjelaskan lokasi, gambar, 

ukuran dan batas-batas bidang tanah tersebut. 

Sertipikat tanah memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai alat 

pembuktian yang kuat. Inilah fungsi yang paling utama sebagiamana 

disebut dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Seseorang atau suatu 

badan hukum akan lebih mudah membuktikan dirinya sebagai 

pemegang hak atas suatu bidang tanah tersebut bila namanya 

tercantum dalam sertipikat itu, serta dapat membuktikan mengenai 

keadaan-keadaan dari tanahnya itu, misalnya luas, batas-batasnya, 

Pembatalan sertifikat..., Diana, FH UI, 2012.



32 

 

 

   Universitas Indonesia 

bangunan-bangunan yang ada, jenis haknya, beban-beban yang ada 

pada hak atas tanah itu dan sebagainya.  

 

b. Kepastian Hukum Sertipikat Yang Dinyatakan Cacat Hukum 

Sertipikat adalah tanda bukti hak atas tanah. Keabsahan dari 

sertipikat ini dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu: 

1) sertipikatnya sah dalam arti sesuai dengan ketentuan dan 

membuktikan hak yang sah pula; 

2) sertipikatnya sah dalam arti sesuai dengan ketentuan, akan tetapi 

hak dibuktikan tidak sah; 

3) sertipikatnya tidak sah dalam arti tidak dibuat sesuai dengan 

ketentuan tetapi membuktikan hak yang sah; 

4) baik sertipikat maupun haknya, kedua-duanya tidak sah. 

Semua keterangan yang tercantum dalam sertipikat, mempunyai 

kekuatan hukum dan harus diterima oleh hakim sebagai keterangan 

yang benar sepanjang tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan 

sebaliknya. Kalau ternyata apa yang termuat didalam sertipikat 

terdapat suatu kesalahan, maka diadakan perubahan dan pembetulan 

seperlunya. Dalam hal ini yang berhak mengadakan pembetulan itu 

bukan pengadilan, melainkan Badan Pertanahan Nasional sebagai 

instansi yang membuatnya. Pihak yang merasa dirugikan karena 

kesalahan dalam sertipikat itu, mengajukan permohonan untuk 

perubahan atas sertipikat dimaksud, dengan melampirkan Putusan 

Pengadilan yang menyatakan tentang adanya kesalahan dimaksud. 14 

Walaupun fungsi utama sertipikat hak atas tanah adalah sebagai 

tanda bukti hak, tetapi sertipikat bukan satu-satunya alat bukti hak 

atas tanah. Hak atas tanah seseorang masih mungkin dapat 

dibuktikan dengan alat bukti lain, misalnya saksi-saksi, akta jual 

beli, surat keputusan pemberian hak dan lain-lain. Namun sertipikat 

memiliki perbedaan dengan alat bukti lainnya karena sertipikat 

                                                           
14 Sutedi (b), op.cit., hlm. 27. 
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ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan sebagai alat bukti 

yang kuat. Kuat dalam hal ini berarti selama tidak terdapat alat bukti 

lain yang membuktikan ketidakbenarannya, maka keterangan yang 

ada dalam sertipikat harus dianggap benar dengan tidak perlu bukti 

tambahan. Sedangkan alat bukti lain itu hanya dianggap sebagai 

bukti permulaan dan harus dikuatkan oleh alat bukti lain.   

Bila kepada hakim ditunjukkan sertipikat hak atas tanah, maka 

hakim harus menerima keterangan dalam sertipikat tersebut sebagai 

keterangan yang benar apabila tidak dapat dibuktikan dengan alat-

alat bukti lain, bahwa keterangan dalam sertipikat itu salah atau 

palsu. Akan tetapi apabila kepada hakim ditunjukkan, misalnya akta 

jual beli sebagai tanda bukti hak seseorang atas tanah, maka hakim 

harus diyakinkan oleh alat bukti lain seperti saksi-saksi, kuitansi dan 

lain-lain, bahwa seseorang itu benar berhak atas tanah itu. 15 

Seseorang yang namanya tercantum di dalam sertipikat hak atas 

tanah, bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut 

apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain. Dengan 

demikian, berdasarkan sistem pendaftaran tanah yang berlaku di 

negara Indonesia, apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas 

diterbitkannya suatu sertipikat atas suatu bidang tanah, maka pihak 

yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan 

pembatalan terhadap sertipikat tersebut. 

Para pemilik tanah baik perorangan maupun institusi, dijamin 

kepemilikan tanahnya apabila memiliki sertipikat hak atas tanah. 

Sedangkan bagi para pemilik tanah girik, menurut hukum 

pertanahan, pemegang girik asli diakui oleh hukum sebagai bukti 

kepemilikan dalam rangka pembuatan sertipikat hak atas tanah 

sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 24 PP Nomor 24 

Tahun 1997. Girik merupakan bukti pembayaran pajak atas tanah 

                                                           
15 Effendi Perangin (b), Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah, Cet. 2, (Jakarta: 

CV. Rajawali, 1990), hlm. 1-2.  
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sebelum berlakunya PP Nomor 10 Tahun 1961 dan bukan 

merupakan bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang 

kuat. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam hal terjadi sengketa 

kepemilikan tanah antara pemegang girik dan sertipikat hak atas 

tanah atas bidang tanah yang sama, maka pemilik sertipikat hak atas 

tanah haruslah diakui kepemilikannya sampai dapat dibuktikan 

sebaliknya. Apabila ada pihak lain yang merasa berhak pula atas 

tanah tersebut, maka ia harus membuktikannya walaupun bukti 

kepemilikannya adalah surat girik. Menurut hukum adat, pemegang 

surat girik telah diakui bahwa ia sebagai pemilik tanah tersebut. 

Secara administratif dan formalitas, pengakuan tersebut dikuatkan 

dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah atas nama yang 

bersangkutan.  

Penyelesaian sengketa pertanahan dapat berakibat pada 

pembatalan hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 104 ayat (1) Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

(PMNA/KBPN) Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian 

dan Pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan 

(PMNA/KABPN Nomor 9 Tahun 1999), pembatalan hak atas tanah 

meliputi: 

a) pembatalan keputusan pemberian hak; 

b) pembatalan sertipikat hak atas tanah; 

c) pembatalan keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan 

penguasaan tanah. 

Sedangkan alasan penerbitan pembatalan hak atas tanah tersebut 

karena:  

a) adanya cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan 

pemberian hak dan/atau sertipikat hak atas tanahnya; 

b) melaksanakan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap.16 

                                                           
16 Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, 
PMNA Nomor 9 Tahun 1999, bab VI. 
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Definisi cacat hukum administratif menurut Pasal 107 

PMNA/KABPN Nomor 9 Tahun 1999 ditentukan karena adanya hal-

hal sebagai berikut: 

a) kesalahan prosedur; 

b) kesalahan dalam penerapan undang-undang; 

c) kesalahan subyek hak; 

d) kesalahan obyek hak; 

e) kesalahan jenis hak; 

f)   kesalahan perhitungan luas; 

g) terdapat tumpang tindih hak atas tanah; 

h) data yuridis atau data fisiknya tidak benar; atau 

i)   karena kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.  

Pembatalan hak atas tanah yang disebabkan karena cacat hukum  

tersebut tentunya dilakukan setelah melalui tahap pembuktian yang 

diajukan oleh para pihak di persidangan mengenai hak atas tanah 

tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata bahwa pembuktian atas suatu hak dapat dibuktikan 

dengan alat bukti yang terdiri atas: 

a) alat bukti tertulis; 

b) alat bukti saksi-saksi; 

c) alat bukti persangkaan; 

d) alat bukti pengakuan; 

e) alat bukti sumpah.17 

sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, alat bukti hak tersebut dapat digunakan 

untuk: 

1) mendalilkan mempunyai sesuatu hak; 

2) meneguhkan haknya sendiri; 

3) membantah suatu hak orang lain; 

4) menunjuk pada suatu peristiwa hukum tertentu. 18 

                                                           
17 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh 

Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 34., (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), ps. 1866. 
18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], op.cit., ps. 1865-1866. 
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Alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, dalam hukum 

pertanahan sangat berperan untuk memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum bagi pemegang hak atas suatu bidang tanah, 

satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan 

mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 

bersangkutan. 

 

4. Pembatalan Hak Atas Tanah 

 

Pembatalan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertujuan 

untuk memutuskan, menghentikan atau menghapuskan sesuatu hubungan 

hukum. Hukum mengenal ajaran kebatalan (nietigheid, nulliteit) yang 

terdiri dari: 

1) Kebatalan mutlak atau kebatalan demi hukum, yaitu seuatu perbuatan 

harus dianggap batal meskipun tidak diminta oleh sesuatu pihak atau 

tidak perlu dituntut secara tegas (absolute nietigheid). 

2) Kebatalan nisbi adalah suatu kebatalan perbuatan yang terjadi apabila 

diminta oleh orang tertentu. Jadi syarat bagi orang tertentu untuk 

memohon atau menuntut secara tegas (relatief nietigheid). Biasanya 

tuntutan yang diajukan oleh salah satu pihak karena cacat hukum 

antara lain berupa paksaan, kekeliruan, penipuan dan lain-lain. 

Kebatalan nisbi ini terbagi menjadi 2 macam: 

a) atas kekuatan sendiri (nietig van rechtswege), dimana kepada 

hakim dimintakan agar menyatakan batal, misalnya perbuatan 

tersebut dikemudian hari ternyata mengandung cacat; 

b) dapat dibatalkan (vernietigbaar) dimana hakim  akan 

membatalkan apabila terbukti perbuatan tersebut megandung hal-

hal yang menyebabkan batal, misalnya karena paksaan, 

kekeliruan, penipuan dan lain-lain. 

Menurut Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, suatu persetujuan mengakibatkan batal apabila 
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mengandung paksaan, penipuan, kekhilafan, ketidakcakapan pembuatnya 

dan tanpa sebab (kausa yang halal). 

Dengan diberikannya hak atau diperolehnya hak atas tanah kepada 

seseorang, maka terjalinlah hubungan hukum antara pemegang hak 

tersebut dengan tanahnya. Perolehan hak itu sendiri dapat dibedakan dalam 

hal: 

1) Orang tersebut memperoleh haknya secara originair, misalnya karena 

okupasi, membuka hutan, pemberian hak dari pemerintah dan 

sebagainya; 

2) Pemberian dengan cara derivatief, yaitu yang memperoleh haknya 

karena peralihak hak, misalnya dengan jual beli, tukar menukar, hibah 

dan lain-lain. 19 

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUPA yang memberikan wewenang 

hak menguasai Negara terhadap bumi, air dan ruang angkasa termasuk 

tanah, tersirat di dalamnya mengatur hubungan hukum seseorang terhadap 

tanah yang dalam hal ini adalah termasuk pemutusan hubungan atau 

pembatalan hak seseorang atas tanah. 

Secara umum UUPA menentukan bahwa sesuatu hak atas tanah akan 

hapus apabila: 

1) berakhir jangka waktu haknya; 

2) dibatalkan, disebabkan suatu syarat tidak dipenuhi oleh pemegang hak 

atas tanah tersebut; 

3) dicabut haknya (onteigening); 

4) secara sukarela dilepaskan oleh pemegang haknya. 

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa menurut 

UUPA dan PP Nomor 10 Tahun 1961 maupun PP Nomor 24 Tahun 1997, 

sistem pendaftaran tanah yang dianut dalam hukum tanah nasional adalah 

stelsel negatif yang mengandung unsur positif. Di dalam stelsel nagatif 

dengan unsur positif ini mengandung pengertian bahwa tanda bukti hak 

(sertipikat) yang dimiliki seseorang belum menunjukkan orang tersebut 

sebagai pemegang hak yang sebenarnya. Dengan perkataan lain tanda 
                                                           

19 Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Cet.1. (Bandung: Alumni, 
1991), hlm. 28-30. 
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bukti terkuat atas tanah oleh sertipikat tersebut setiap waktu dapat 

dibatalkan apabila ternyata ada pihak lain yang dapat membuktikan secara 

hukum bahwa ia adalah pemilik yang sebenarnya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu hak atau 

suatu perbuatan hukum yang tidak sah berakibat surat tanda bukti hak 

tersebut dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. 

Menurut Pasal 1 angka 14 PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan 

Hak Pengelolaan, pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan 

pemberian hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusan 

tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau 

untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap. Dengan demikian yang dibatalkan bukan hak atas tanahnya 

tetapi Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan hak atas tanah 

yang ada menurut ketentuan UUPA menjadi batal juga hapus. 

Menurut Sub Direktorat Penerangan dan Penyuluhan Direktorat 

Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan 

Nasional berwenang untuk melakukan pembatalan hak atas tanah yang 

merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa hak atas tanah yang 

disebabkan surat keputusan pemberian hak dan/atau sertipikat hak atas 

tanah yang merupakan “beschikking” atau keputusan pejabat Tata Usaha 

Negara yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional atau 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengandung cacat dan 

merugikan salah satu pihak tertentu. Dasar hukum kewenangan untuk 

melakukan pencabutan atau pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha 

Negara dibidang pertanahan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional 

berdasarkan adanya cacat hukum atau administrasi di dalam penerbitannya 

adalah sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria; 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah; 
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3) Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pembentukkan 

Badan Pertanahan Nasional; 

4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan dan 

Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara; 

5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan 

Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. 

Lebih jelas lagi dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional diatur bahwa dalam 

melaksanakan tugasnya Badan Pertanahan Nasional menjalankan 

fungsinya antara lain pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara 

orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam praktek, pihak yang merasa dirugikan mengajukan keberatan 

langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Demikian pula 

dengan permohonan pembatalan sertipikat hak atas tanah yang didasarkan 

adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diajukan 

oleh yang bersangkutan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional atau 

melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dan 

diteruskan melalui Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi yang bersangkutan. 20 

Syarat batal atau dibatalkannya suatu hak, pada hakekatnya dapat 

dikelompokkan (klasifikasi) menjadi 3 hal, yaitu: 

1) Syarat yuridis, adalah adanya alasan hukum yang cukup, yang 

mengharuskan hak yang bersangkutan batal atau dibatalkan. Syarat 

yuridis ini berupa data yang membuktikan tidak adanya hubungan 

hukum yang sah antara subyek dengan tanah tersebut sebenarnya tidak 

ada hubungan sama sekali, atau ada pihak lain yang lebih berhak atau 

ada pihak lain yang sama-sama mempunyai hak (hak bersama). 

                                                           
20 Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan: Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian 

Sengketa Hak Atas Tanah, Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, 
Cet. 1, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003, hlm. 28-30. 
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2) Syarat teknis, adalah syarat yang menunjukkan bahwa obyek hak yang 

ditunjuk jelas, spesifik dan unik. Jelas menunjukkan letak dan batas-

batasnya, spesifik menunjukkan satu-satunya hubungan dengan 

pemegang hak dan unik menunjukkan bahwa bidang tanah tersebut 

adalah satu-satunya di dunia. Apabila salah satu saja dari ketiga hal 

tersebut tidak ada, maka sudah cukup alasan pembatalan haknya. 

3) Syarat administratif, adalah bukti surat yang dapat dijadikan dokumen 

dari syarat yuridis maupun teknis tersebut, yaitu surat-surat yang 

membuktikan bahwa hak atas tanah yang dimaksud dalam surat 

tersebut. Selain bukti-bukti tersebut, dalam permohonan pembatalan 

perlu pula disertai dengan bukti-bukti pendukung administratif yang 

lain, yaitu berkaitan dengan pemohon pembatalan. 

Hak atas tanah sebagai produk yuridis, di dalamnya terkait berbagai 

aspek yang melahirkan atau meneguhkan eksistensi hak atas tanah 

tersebut. Hal ini dapat dilihat dari alas hak eksistensi hak yang 

bersangkutan, yaitu berkaitan dengan: 

1) kebenaran materiil alas hak; 

2) kebenaran proses hak; 

3) kebenaran penerapan peraturan perundang-undangan; 

4) kebenaran penyajian data; 

5) kebenarann formal produk-produk yang ditentukan. 

Kelima aspek ini berkaitan dengan keabsahan produk hukum dibidang 

hak-hak atas tanah, yang merupakan dasar dari putusan pembatalan suatu 

hak atas tanah. 

Tata cara pembatalan hak atas tanah dapat dilakukan dengan 2 cara 

yaitu: 

1) Langsung 

 Tata cara pembatalan secara langsung yaitu, pembatalan hak yang 

dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan tanpa menunggu keputusan 

pejabat Tata Usaha Negara terlebih dahulu. Dalam hal ini dilakukan 

apabila hak atas tanah yang bersangkutan batal demi hukum. Adapun 

dasar pembatalan disebabkan subyek hak sudah tidak memenuhi 
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syarat lagi sebagai pemegang hak serta disebabkan tanahnya musnah. 

Dengan demikian apabila terdapat kondisi seperti ini maka 

pembatalan hak dapat langsung dilakukan. 

2) Tidak Langsung 

 Pembatalan hak ini baru dapat dilakukan setelah terdapat putusan 

pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangan yang 

membatalkan hak dimaksud. Hal ini dilakukan apabila terdapat cacat 

yuridis maupun hasil penelitian yang seksama. 21 

 

5. Pemecahan dan Pemisahan Bidang Tanah 

 

a.  Pemecahan Bidang Tanah 

 Atas permintaan pemegang hak yang berangkutan, suatu bidang 

tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi 

beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru, 

dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula. Untuk 

setiap bidang tanah tersebut dibuatkan surat ukur, buku tanah dan 

sertipikat untuk menggantikan surat ukur, buku tanah dan sertipikat 

asalnya. 

Pemecahan bidang tanah harus sesuai dengan Rencana Tata 

Ruang yang berlaku dan tidak boleh mengakibatkan tidak 

terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

misalnya ketentuan Landreform. Sepanjang mengenai tanah pertanian 

pelaksanaan pemecahan tersebut wajib memperhatikan ketentuan 

batas minimum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yaitu Undang-Undang 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan 

Luas Tanah Pertanian. 

Jika hak atas tanah yang bersangkutan dibebani Hak Tanggungan 

atau beban-beban lain yang terdaftar, pemecahannya baru boleh 

dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari pemegang Hak 

                                                           
21 Agus Wijayanto, Masalah dan Sengketa Hak Atas Tanah, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan 

Latihan Badan Pertanahan Nasional, 2004), hlm. 61. 
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Tanggungan atau pihak lain yang berwenang menyetujui penghapusan 

beban yang bersangkutan. 22 

Berdasarkan ketentuan Pasal 133 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 

1997, permohonan pemecahan bidang tanah yang telah terdaftar, 

diajukan oleh pemegang hak atau kuasanya dengan menyebutkan 

untuk kepentingan apa pemecahan tersebut dilakukan dan 

melampirkan: 

1)  sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan; 

2) identitas pemohon; 

3) persetujuan tertulis pemegang Hak Tanggungan, apabila hak atas 

tanah yang bersangkutan dibebani Hak Tanggugan. 

Untuk mendapatkan satuan-satuan bidang tanah baru dari 

pemecahan tersebut, harus dilaksanakan dengan pengukuran. 

Terhadap status hukum bidang-bidang tanah hasil pemecahan adalah 

sama dengan status bidang tanah semula, dan untuk pendaftarannya 

masing-masing diberi nomor hak baru dan dibuatkan surat ukur, buku 

tanah dan sertipikat baru, sebagai pengganti nomor hak, surat ukur, 

buku tanah dan sertipikat asalnya. Dalam hal bidang tanah dibebani 

dengan Hak Tanggungan, maka catatan mengenai Hak Tanggungan 

dan beban lain yang ada pada buku tanah dan sertipikat asal, dicatat 

kembali pada buku tanah dan sertipikat baru. 

Akibat pemecahan terhadap suatu bidang tanah yang menjadi 

beberapa bagian, maka surat ukur, buku tanah dan sertipikat hak atas 

tanah semula dinyatakan tidak berlaku lagi dengan mencantumkan 

catatan dengan kalimat “Tidak berlaku lagi karena haknya sudah 

dibukukan sebagai hak atas bidang-bidang tanah hasil pemecahan 

sempurna, yaitu Hak ..... Nomor ..... samapai dengan ..... (lihat buku 

tanah nomor ..... sampai dengan ..... )”, yang dibubuhi tanda tangan 

Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk berikut cap 

dinas Kantor Pertanahan. Pencatatan pemecahan bidang tanah 

tersebut, dikerjakan juga dalam daftar-daftar lain dan peta pendaftaran 

                                                           
22 Harsono (b), op.cit., hlm. 528-529. 
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tanah atau peta-peta lain yang ada dengan menghapus gambar bidang 

tanah asal diganti dengan gambar bidang-bidang tanah pecahannya 

yang diberi nomor-nomor hak atas tanah dan surat ukur yang baru. 

 

b. Pemisahan Bidang Tanah 

Suatu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipisahkan sebagian 

atau beberapa bagian, yang selanjutnya merupakan satuan bidang baru 

dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula. Dalam 

pemisahan bidang tanah menurut Pasal 49 PP Nomor 24 Tahun 1997 

dinyatakan bahwa bidang tanah yang luasnya diambil sebagian akan 

menjadi satuan bidang tanah yang baru. Sedangkan bidang tanah 

induknya masih ada dan tidak berubah identitasnya, kecuali mengenai 

luas dan batasnya. Hal inilah yang membedakan antara pemisahan 

dengan pemecahan suatu bidang tanah.   

Pelaksanaan pemisahan suatu bidang tanah diatur dalam Pasal 

134 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997, permohonan dilakukan 

dengan menyebutkan untuk keperluan apa pemisahan tersebut dan 

melampirkan:  

1)  sertipikat hak atas tanah induk; 

2) identitas pemohon; 

3) persetujuan tertulis pemegang Hak Tanggungan, apabila hak atas 

tanah yang bersangkutan dibebani Hak Tanggugan; 

4) surat kuasa tertulis apabila permohonan diajukan bukan oleh 

pemegang hak. 

Untuk mendapatkan satuan-satuan bidang tanah yang dipisahkan 

tersebut, harus dilaksanakan pengukuran. Terhadap status bidang 

tanah atau bidang-bidang tanah yang dipisahkan adalah sama dengan 

status bidang tanah induknya, dan untuk pendaftarannya diberi nomor 

hak dan dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat tersendiri. 

Dalam hal bidang tanah dibebani dengan Hak Tanggungan, maka 

catatan mengenai Hak Tanggungan dan beban lain yang ada pada 
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buku tanah dan sertipikat induk, dicatat kembali pada buku tanah dan 

sertipikat hak atas bidang tanah yang dipisahkan. 

Akibat pemisahan terhadap suatu bidang tanah yang menjadi 

beberapa bagian, maka surat ukur, buku tanah dan sertipikat yang 

lama tetap berlaku untuk bidang tanah semula setelah dikurangai 

dengan bidang tanah yang dipisahkan, dan pada nomor surat ukur dan 

nomor haknya ditambahkan kata “sisa” dengan tinta merah, 

sedangkan angka luas tanahnya dikurangi dengan luas bidang tanah 

yang dipisahkan. Kemudian pada buku tanah dan sertipikat hak atas 

tanah induk dicatat adanya pemisahan tersebut, pada kolom yang telah 

disediakan dengan menyebutkan secara rinci masing-masing bidang 

yang dipisahkan. Pencatatan pemisahan bidang tanah tersebut, 

dikerjakan juga dalam daftar-daftar lain dan peta pendaftaran tanah 

atau peta-peta lain yang ada dengan menghapus gambar bidang tanah 

asal diganti dengan gambar bidang-bidang tanah yang dipisahkan dan 

diberi nomor-nomor hak atas tanah dan nomor surat ukurnya masing-

masing. 

 

6.  Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah 

 

Dalam hukum tanah nasional terdapat berbagai cara untuk memperoleh 

tanah yang diperlukan baik untuk keperluan pribadi maupun untuk 

keperluan kegiatan usaha dan pembangunan. Salah satunya yaitu dengan 

cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. 

Konsep dasar perolehan tanah melalui pelepasan atau penyerahan hak 

atas tanah dilakukan melalui musyawarah berdasarkan kesepakatan di 

antara kedua belah pihak, yaitu pihak pemilik tanah dan pihak yang 

membutuhkan tanah. Hal ini terlihat dari pengertian pelepasan atau 

penyerahan hak atas tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 6 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu kegiatan 

melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan 
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tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar 

musyawarah.23 Pelepasan hak atas tanah ini hanya dapat dilakukan atas 

dasar pesetujuan dan kesepakatan dari pihak pemegang hak, baik 

mengenai teknik pelaksanaannya maupun mengenai besar dan bentuk ganti 

rugi yang akan diberikan terhadap tanahnya. Dengan demikian pelepasan 

hak atas tanah pada dasarnya mengandung dua unsur, yaitu: 

a)  adanya kesediaan pemegang hak untuk melepaskan haknya; 

b)  ganti kerugian yang diberikan kepada pemegang hak yang ditetapkan 

atas dasar musyawarah. 24 

Mengenai tanah-tanah yang dilepaskan haknya dan mendapat ganti 

rugi adalah tanah-tanah yang telah mempunyai sesuatu hak berdasarkan 

UUPA dan tanah-tanah masyarakat hukum adat. Adapun ganti rugi yang 

diberikan kepada pihak yang telah melepaskan haknya tersebut, dapat 

berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali atau bentuk lain yang 

disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 

Pelepasan hak atas tanah dilaksanakan apabila subyek yang 

memerlukan tanah tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak 

atas tanah yang diperlukan sehingga tidak dapat diperoleh dengan jual beli 

dan pemegang hak atas tanah bersedia untuk melepaskan hak atas 

tanahnya. 25 Misalnya suatu badan hukum ingin memperoleh suatu tanah, 

tetapi tanah yang tersedia berstatus tanah hak milik, karena badan hukum 

tidak boleh mempunyai tanah dengan berstatus hak milik dan jika badan 

hukum tersebut membeli tanah hak milik, maka peralihan hak melalui jual 

beli tersebut menjadi batal demi hukum. Hak miliknya akan hapus dan 

tanahnya menjadi tanah negara, sedangkan harga yang telah dibayarkan 

kepada penjual tidak dapat dituntut kembali sesuai ketentan Pasal 26 ayat 

(2) UUPA. Atas dasar ketentuan tersebut, agar badan hukum dapat 

                                                           
23 Ahmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, cet.1, (Malang: 

Bayumedia, 2007), hlm. 120-121. 
24 Sunaryo Basuki, “Landasan Hukum Penguasaan dan Penggunaan Tanah”, Makalah, 

(Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005), hlm. 25. 
25 Hutagalung, op.cit., hlm. 178-179. 
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memperoleh tanah hak milik yang tersedia tanpa melanggar hukum, maka 

tersedia tata cara memperoleh tanah melalui pelepasan hak. 

Pelepasan hak atas tanah dapat dilakukan dengan surat di bawah 

tangan  atau akta yang dibuat di hadapan notaris yang menyatakan bahwa 

pemegang hak yang bersangkutan telah melepaskan hak atas tanahnya. 

Akta atau surat dimaksud umumnya berjudul Akta Pelepasan Hak (APH). 

APH kadang dikenal juga dengan nama Surat Pernyataan Pelepasan Hak 

(SPPH). Sebaiknya pelepasan hak atas tanah tersbut, dilakukan dengan 

akta yang dibuat di hadapan notaris agar kekuatan pembuktiannya 

sempurna dibandingkan jika dibuat secara bawah tangan. Dengan 

demikian berdasarkan penjelasan di atas, APH tidak dibuat oleh Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti halnya Akta Jual beli (AJB), 

melainkan di hadapan notaris. 

Dengan adanya pelepasan hak, maka tanah yang bersangkutan 

menjadi tanah negara. Pihak yang memerlukan tanah tersebut dapat 

mengajukan permohonan hak atas tanah yang baru ke Kantor Pertanahan 

setempat dan dibuktikan dengan penerbitan sertipikat bagi pemegang hak 

atas tanah sebagai alat bukti yang kuat. Sehingga pihak yang bersangkutan 

mendapatkan hak atas tanah sesuai ketentuan undang-undang dan sesuai 

keperluannya. Dalam praktiknya pihak yang memerlukan tanah kadang 

menguasakan kepada notaris untuk mengajukan permohonan hak atas 

tanah yang baru ke Kantor Pertanahan setempat. 

 

7.  Permohonan Hak Atas Tanah 

 

Permohonan hak adalah cara yang harus dilakukan bagi perorangan, 

yaitu orang sebagai individu atau badan hukum untuk memperoleh sesuatu 

hak atas tanah negara. 

Pasal 2 ayat (1) PMNA/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 

menyatakan bahwa, permohonan hak atas tanah dilakukan dalam rangka 

pemberian hak atas tanah yang primer, yaitu pemberian hak atas tanah 

yang terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai 
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dan hak pengelolaan. Pasal 2 ayat (2) PMNA/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 

1999 menyatakan bahwa, pemberian hak atas tanah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Keputusan pemberian 

hak secara individual atau kolektif secara umum. 

Pengajuan permohonan hak atas tanah oleh pemohon hak disertai 

dengan data yuridis dan data fisik sebagai bukti penguasaan tanah yang 

dimohonkan. Data yuridis adalah bukti-bukti atau dokumen penguasaan 

tanah, sedangkan data fisik adalah Surat Ukur dan Surat Keterangan 

Pendaftaran Tanah atas tanah dimaksud. 

Adapun data-data yang diperlukan untuk melakukan permohonan hak 

atas tanah adalah: 

a.  Data mengenai pemohon, adalah keterangan mengenai subyek hukum 

yang melakukan permohonan hak atas tanah, baik perorangan maupun 

badan hukum. Data pemohon diperlukan untuk mengetahui status 

pemohon dalam hubungannya dengan status hak atas tanah yang 

dimohon.    

b.  Data fisik, adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang 

tanah, termasuk keterangan mengenai ada atau tidaknya bangunan atau 

bagian bangunan diatasnya. Data fisik berupa surat ukur atau kutipan 

peta bidang. 

c.  Data Yuridis, adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah, 

pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang 

membebaninya. Data yuridis dapat bermacam-macam bentuknya 

tergantung dari status tanahnya. Untuk tanah negara, data yuridis yang 

diperlukan dapat berupa surat keterangan dari kepala desa atau lurah 

setempat yang isinya menyatakan bukan tanah adat, surat keterangan 

bahwa tanahnya tidak termasuk dalam buku C desa atau dalam peta 

rincikan desa riwayat tanah, bukti perolehan tanah dan surat pernyataan 

penguasaan fisik oleh pemohon serta surat keterangan yang menyatakan 

bahwa tanah yang dimohon dikuasai secara fisik dan tidak dalam 

keadaan sengketa. 
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d.  Data pendukung lainnya, misalnya data pendukung berupa surat 

keterangan yang menyakan bahwa tanah yang dimohon tidak dalam 

keadaan sengketa, surat pernyataan tanah-tanah yang dimilik oleh 

pemohon dan surat pernyataan rencana penggunaan dan pemanfaatan 

tanah yang dimohon. 

Permohonan hak yang diterima oleh Kantor Pertanahan diproses 

antara lain dengan penelitian ke lapangan oleh Panitia Pemeriksa Tanah, 

kemudian apabila telah memenuhi syarat maka sesuai dengan 

kewenagannya dan diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah 

(SKPH), pemohon mendaftarkannya haknya untuk memperoleh sertifikat 

hak atas tanah setelah membayar uang pemasukan ke Kas Negara dan/atau 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Besarnya uang 

pemasukan yang harus dibayar sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional, sedangkan BPHTB 

yang harus dibayar mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 

tentang BPHTB, sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2000. 

Pemohon mendaftarkan haknya untuk memperoleh sertipikat hak atas 

tanah setelah membayar uang pemasukan ke Kas Negara dan/atau BPHTB. 

Dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan Surat Keputusan 

Pemberian Hak untuk memperoleh sertipikat tanda bukti hak adalah:  

a) Surat permohonan pendaftaran; 

b) Surat pengantar Surat Keputusan Pemberian Hak; 

c) Surat Keputusan Pemberian Hak untuk keperluan pendaftaran; 

d) Bukti pelunasan uang pemasukan atau BPHTB apabila dipersyaratkan; 

dan 

e) Identitas pemohon. 
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B. DUDUK PERKARA 

 

1.   Ringkasan Kasus 

a.  Para Pihak 

1)  Antjin Ganton selaku Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi; 

2)  Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri, cq. 

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PEMDA DKI 

Jakarta) selaku Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi; 

3)  Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Negara Agraria, cq. 

Badan Petanahan Nasional, cq. Kepala Wilayah (Kakanwil) 

BPN DKI Jakarta, cq. Kantor Pertanahan Jakarta Timur selaku 

Turut Tergugat/Pembanding II/Turut Termohon Kasasi; 

4)  Pemerintah Kotamadya Jakarta Timur, cq. Kepala Kecamatan 

Ciracas selaku Tergugat I/Turut Terbanding/Turut Termohon 

Kasasi. 

 

b.  Dasar Gugatan 

Perkara ini bermula dari sengketa kepemilikan atas tanah bekas 

milik adat yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, 

Kecamatan Ciracas (dahulu Kelurahan Cipayung, Kecamatan Pasar 

Rebo), Kotamadya Jakarta Timur, dengan batas-batas: 

sebelah utara : Jalan Raya Ciracas; 

sebelah selatan  : Gang Ganton; 

sebelah timur : Jalan Setapak/Perkampungan Rukun Tetangga 

002, Rukun  Warga 011,  Kelurahan Kelapa Dua 

Wetan; 

sebelah barat : Jalan Mesjid At-Taufiq 

Antjin Ganton (Penggugat) dengan surat bukti Girik/Letter C 

Nomor 229 Persil 9 Blok D.1 seluas 8.110 m2 yang terletak di 

wilayah Rukun Tetangga 002, Rukun  Warga 011, Kelurahan Kelapa 

Dua Wetan, Kecamatan Ciracas (dahulu Kelurahan Cipayung, 

Kecamatan Pasar Rebo), Kotamadya Jakarta Timur, memiliki tanah 
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bekas hak milik adat tersebut, bersama dengan ahli waris lainnya 

yang diperoleh berdasarkan hak waris dari orang tuanya yaitu Law 

Wan Lang dan istrinya Nyonya Nyimah Bule yang menguasai dan 

mengelola tanah hak tersebut sejak tahun 1945. 

Semasa hidupnya Law Wan Lang sampai ia meninggal dunia, 

menguasai dan mengelola tanah tersebut dengan baik begitu juga 

dengan Penggugat sebagai ahli warisnya. Tanah tersebut dikelola 

oleh Penggugat dengan menanami tanaman tua dan berbagai 

tanaman palawija lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup 

keluarganya.  

Pada tahun 1992 terjadi keributan, dimana Pemerintah Daerah 

Khusus Ibu Kota Jakarta (PEMDA DKI Jakarta (TergugatI))  dan 

Kepala Kecamatan Ciracas (Tergugat II), memaksa memagari 

bidang tanah milik Penggugat dengan memperalat oknum Tentara 

Negara Indonsia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) pada 

saat itu.  Penggugat dengan tegas melarang dan mengahalangi 

tindakan Tergugat I dan II tersebut, namun sebaliknya Penggugat 

diintimidasi oleh Tergugat-tergugat tersebut dengan mengancam 

akan diculik, dihilangkan dan sebagainya, sehingga Penggugat tidak 

dapat berbuat banyak kecuali mempertahankan dan menempati 

lokasi tanah dan merawat tanaman-tanaman yang telah ada. 

Kemudian pada tahun 1996 ternyata terbit Sertipikat Hak Pakai 

Nomor 32/Kelapa Dua Wetan atas nama PEMDA DKI Jakarta seluas 

17.775 m2, yang sebagian dari luas sertipikat tersebut masuk pada 

bidang tanah Penggugat yaitu untuk seluas 8.110 m2 secara melawan 

hukum, karena baik pewaris maupun Penggugat tidak pernah 

memberikan, melepaskan, mengalihkan atau menjual tanah tersebut 

kepada pihak manapun apalagi kepada Tergugat I. Dimana pada saat 

ini di atas bidang tanah tersebut, telah berdiri Kantor Regional V 

Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta Timur. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat melalui 

Pengacaranya melakukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II 
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di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, disertai dengan alat-alat bukti 

tertulis, berupa surat-surat yang menyatakan bahwa tanah seluas 

8.110 m2 dengan bukti Girik/Letter C Nomor 229 Persil 9 Blok D.1 

yang terletak di wilayah Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, 

Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas (dahulu 

Kelurahan Cipayung, Kecamatan Pasar Rebo), Kotamadya Jakarta 

Timur dengan batas-batas tersebut di atas, adalah benar milik Law 

Wan Lang ayah dari Penggugat. Tergugat I tidak dapat membuktikan 

bahwa pihaknya telah menerima pelepasan atau penyerahan hak dari 

Law Wan Lang maupun dari Penggugat atau ahli waris lainnya atas 

tanah hak seluas 8.110 m2 tersebut, serta terbukti bahwa Sertipikat 

Hak Pakai atas nama Tergugat I tersebut, diterbitkan melalui cara-

cara yang bertentangan dengan hukum sehingga sertipikat tersebut 

dinyatakan cacat hukum dan tidak dapat dijadikan bukti hak 

sepanjang luas tanah yang disengketakan oleh Penggugat. 

 

c.  Fakta Persidangan 

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan 

dari keterangan para saksi serta bukti-bukti surat, diketahui bahwa: 

1)  Penggugat adalah ahli waris dari Law Wan Lang (Alm) yang 

mana bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Kelapa Dua 

Wetan, Jakarta Timur, telah meninggal dunia pada tahun 1967 

dan juga istrinya yang bernama Nyimah Bule telah meninggal 

dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1941 dengan tempat 

tinggal terakhir di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur; 

2)  Law Wan Lang (Alm) selain meninggalkan ahli waris ia juga 

meninggalkan harta warisan yang diantaranya beberapa bidang 

tanah yang salah satunya adalah sebidang tanah yang dikenal 

dengan Girik/Letter C Nomor 229 Persil 9 Blok D.1, seluas 

8.110 m2 yang terletak di wilayah RT/RW: 002/011, Kelurahan 

Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, (dahulu Kelurahan 

Cipayung, Kecamatan Pasar Rebo), Jakarta Timur (untuk 
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selanjutnya disebut “Tanah Sengketa”) dan Tanah Sengketa 

tersebut dikuasai dan dikelola oleh Law Wan Lang semasa 

hidupnya pada tahun 1940-an hingga saat ia meninggal dunia 

dan dilanjutkan oleh penggugat sampai dengan adanya gugatan 

ini. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut: 

sebelah utara : Jalan Raya Ciracas; 

sebelah selatan  : Gang Ganton; 

sebelah timur : Jalan Setapak/Perkampungan Rukun 

Tetangga 002, Rukun  Warga 011, 

Kelurahan Kelapa Dua Wetan; 

sebelah barat : Jalan Mesjid At-Taufiq 

3)  semasa hidupnya Law Wan Lang sampai ia meninggal dunia, ia 

menguasai dan mengelola tanah tersebut dengan baik, dan 

begitu juga dengan Penggugat sebagai ahli warisnya sampai 

dengan adanya gugatan ini. Baik pewaris maupun Penggugat 

tidak pernah menjual, mengalihkan ataupun melepasakan Tanah 

Sengketa tersebut kepada pihak manapun; 

4)  berdasarkan data pada Kantor Inspeksi Iuran Pembangunan DKI 

Jakarta, terbukti tercatat bahwa Tanah Sengketa atas nama Law 

Wan Lang tersebut, belum ada pencoretan atau pengalihan sama 

sekali kepada pihak lain;  

5)  berdasarkan Hasil Rincikan Tahun 1950, terbukti terhadap 

Tanah Sengketa tercatat adalah milik dan atas nama Law Wan 

Lang, belum ada pencoretan atau peralihan kepada pihak lain 

manapun, dan hal ini diketahui oleh Lurah Cipayung Bapak 

Moch. Sadeli; 

6)  berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Direktorat Jenderal 

Pajak Nomor: Ris.9063/WPJ.10/K.I.1204/1980 Tanggal 10 Juni 

1980 dan Nomor: Ris.7769/WPJ.10/K.I.2404/1979 tanggal 19 

September 1979, terbukti diterangkan bahwa terhadap Tanah 

Sengketa tercatat adalah milik dan atas nama Law Wan Lang; 
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7)  berdasarkan SPPT/PBB Nomor 31.72.011.003.007-0107.0 

tercatat sebagai wajib pajak adalah Law Wan Lang atau Entong 

Ganton (anaknya) sampai pada tahun 2001, oleh Kantor 

Pelayanan PBB Jakarta Timur telah menerbitkan surat himbauan 

kepada Penggugat untuk membayar pajak terhutang kepada Law 

Wan Lang atau Entong Ganton (anaknya); 

8)  berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, telah terbukti bahwa 

Tanah Sengketa tersebut adalah milik Penggugat sebagai ahli 

waris, yang belum pernah dialihkan dalam bentuk apapun 

kepada pihak manapun; 

9)  pada tahun 1992, Tergugat I dan II memaksa memagar bidang 

Tanah Sengketa dengan memperalat oknum TNI dan POLRI 

pada saat itu. Penggugat dengan tegas melarang dan 

mengahalangi tindakan tergugat-tergugat tersebut, namun 

sebaliknya Penggugat diintimidasi oleh Tergugat dengan 

mengancam akan diculik, dihilangkan dan sebagainya, sehingga 

Penggugat tidak dapat berbuat banyak keccuali 

mempertahankan dan menempati lokasi Tanah Sengketa dan 

merawat tanaman-tanaman yang telah ada; 

10)  pada tahun 1996 terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 32/Kelapa 

Dua Wetan atas nama Tergugat I seluas 17.775 m2, yang 

sebagian dari luas sertipikat tersebut masuk pada bidang Tanah 

Sengketa milik Penggugat yaitu untuk seluas 8.110 m2 secara 

melawan hukum, karena baik pewaris maupun Penggugat tidak 

pernah menjual, mengalihkan atau melepaskan Tanah Sengketa 

tersebut kepada pihak manapun termasuk kepada Tergugat I; 

11)  tidak satu pun dasar penerbitan Sertipikat tersebut yang 

menjelaskan bahwa telah ada pembebasan, pelepasan atau 

peralihan dari Tanah Sengketa tersebut. Sehingga jelas terbukti 

terbitnya sertipikat tersebut adalah penuh rekayasa yang 

tentunya bertentangan dengan hukum dan mengandung cacat 

hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 
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12)  pada Sertipikat tersebut, pada poin C, asal Persil yaitu karena 

“pemberian hak” sehingga terkesan adanya hibah dari pihak 

tertentu, padahal bidang tanah tersebut adalah tanah adat dengan 

Persil 9 Blok D.I, Tanah Sengketa Tersebut bukanlah bidang 

tanah milik negara dan/atau bidang tanah milik orang lain, 

melainkan tanah milik Penggugat (tanah hak milik adat). Oleh 

karena itu Sertipikat tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum 

yang mengikat sepanjang Tanah Sengketa seluas 8.110 m2;  

13)  pada Gambar Situasi dari Sertipikat tersebut, tidaklah sesuai jika 

dicocokkan dengan lokasi yang sebenernya, terutama pada 

penggambaran batas-batas, termasuk gambar Jalan Mesjid At-

taufiq; 

14)  pada tanggal 9 Desember 2004, Tergugat II telah memaksa 

Penggugat keluar dari bidang tanah tersebut, dengan alasan akan 

digunakan oleh PEMDA DKI Jakarta, sehingga tanaman-

tanaman milik Penggugat dirusak dan dirubuhkan oleh Tergugat 

II sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi, hal ini terjadi secara 

berturut-turut dari tanggal 10,11 sampai 13 Desember 2004. 

Oleh karena itu tindakan Tergugat II tersebut, merupakan 

perbuatan melawan hukum; 

15)  Tergugat II memberikan peringatan kepada Penggugat melalui 

Surat dengan Nomor: 103/1.785 tanggal 14 Desember 2004, 

Surat Nomor: 107/1.785 tanggal 21 Desember 2004 dan Surat 

Nomor: 112/1.785 tanggal 24 Desember 2004 serta Surat 

Perintah Bongkar Nomor: 3.167/1.785 tanggal 31 Desember 

2004, yang seluruhnya memerintahkan membongkar sendiri 

bangunan milik Penggugat  yang Tergugat anggap adalah 

bangunan liar di atas tanah PEMDA DKI Jakarta; 
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2.  Putusan Pengadilan 

 

a.  Pengadilan Negeri Jakarta Timur  

Melalui putusan Nomor 285/PDT.G/2004/PN.JKT.TIM tanggal 26 

Oktober 2005 memutuskan: 

1)  Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 

2)  Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Law Wan 

Lang (Alm); 

3)  Menyatakan tanah seluas 8.110 m2 dengan bukti Girik/Letter C 

Nomor 229 Persil 9 Blok D.1 atas nama Law Wan Lang yang 

terletak di wilayah Rukun Tetangga 002, Rukun  Warga 011, 

Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas (dahulu 

Kelurahan Cipayung, Kecamatan Pasar Rebo), Kotamadya 

Jakarta Timur, dengan batas-batas: 

sebelah utara  :  Jalan Raya Ciracas; 

sebelah selatan  :  Gang Ganton; 

sebelah timur :  Jalan Setapak/Perkampungan Rukun 

Tetangga 002, Rukun  Warga 011, Kelurahan  

Kelapa Dua Wetan; 

sebelah barat :  Jalan Mesjid At-Taufiq 

adalah sah milik Penggugat; 

4)  Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan 

perbuatan melawan hukum; 

5)  Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 32/Kelapa Dua Wetan 

atas nama Tergugat I cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat sepanjang mengenai tanah seluas 8.110 m2  

sesuai dengan batas-batas tersebut di atas; 

6)  Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak 

darinya untuk menyerahkan seketika tanah terperkara kepada 

Penggugat dengan bebas dari beban dan tanggungan apapun dan 

kalau perlu dengan bantuan aparat yang berwenang; 
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7)  Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh 

terhadap putusan pengadilan dalam perkara ini; 

8) Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dari 

perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.779.000,- (tujuh 

ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah); 

9) Menolak gugatan Penggugat selebihnya;  

 

b.  Pengadilan Tinggi Jakarta 

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, Tergugat 

I/Pembanding selaku pihak yang dikalahkan mengajukan upaya 

hukum banding melalui Pengadilan Tinggi Jakarta dan telah diputus 

berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 

14/PDT/2007/PT.DKI tanggal 30 April 2007, yang amarnya sebagai 

berikut: 

1)  Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula 

Tergugat I dan Pembanding II semula Turut Tergugat tersebut; 

2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 

26 Oktober 2005 Nomor  285/PDT.G/2004/PN.JKT.TIM yang 

dimohonkan banding tersebut; 

3) Menolak gugatan Penggugat/Terbanding; 

4)  Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya 

perkara yang timbul dalam kedia tingkat peradilan yang dalam 

tingkat banding sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah); 

 

c.  Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, 

Penggugat/Terbanding selaku pihak yang dikalahkan, mengajukan 

upaya hukum kasasi melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia 

dan telah diputus berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia  Nomor 2285 K/PDT/2007 Tanggal 12 Mei 2008, dengan 

amar putusannya sebagai berikut: 
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1) Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 

14/PDT/2007/PT.DKI tanggal 30 April 2007 yang membatalkan 

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 

285/PDT.G/2004/PN.JKT.TIM tanggal 26 Oktober 2005; 

2) Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat tersebut; 

3) Menolak tuntutan provisi dari Penggugat tersebut; 

4) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 

5) Menetapkan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Law Wan 

Lang (Alm); 

6) Menetapkan tanah seluas 8.110 m2 dengan bukti Girik/Letter C 

Nomor 229 Persil 9 Blok D.1 atas nama Law Wan Lang yang 

terletak di wilayah Rukun Tetangga 002, Rukun  Warga 011, 

Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas (dahulu 

Kelurahan Cipayung, Kecamatan Pasar Rebo), Kotamadya 

Jakarta Timur, dengan batas-batas: 

sebelah utara  :  Jalan Raya Ciracas; 

sebelah selatan  :  Gang Ganton; 

sebelah timur :  Jalan Setapak/Perkampungan Rukun 

Tetangga 002, Rukun  Warga 011, Kelurahan  

Kelapa Dua Wetan; 

sebelah barat :  Jalan Mesjid At-Taufiq 

adalah sah milik Penggugat; 

7) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan 

perbuatan melawan hukum; 

8) Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 32/Kelapa Dua Wetan 

atas nama Tergugat I, dinyatakan cacat hukum dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai tanah 

seluas 8.110 m2  sesuai dengan batas-batas tersebut di atas; 

9) Menghukum Tergugat I dan atau siapa saja yang mendapat hak 

darinya untuk menyerahkan seketika tanah terperkara tersebut 

kepada Penggugat dengan bebas dari beban dan tanggungan 

apapun dan jika perlu dengan bantuan aparat yang berwenang; 
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10) Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh 

terhadap putusan Pengadilan dalam perkara ini; 

11)  Menolak gugatan Penggugat selebihnya; 

12)  Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat I dan Turut Tergugat 

untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan 

yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan dalam semua tingkat 

peradilan yngdalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar 

Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah); 

 

3.  Eksekusi  

 

Untuk melaksanan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur   

Nomor 285/PDT.G/2004/PN.JKT.TIM tanggal 26 Oktober 2005 juncto 

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

2285/K/PDT/2007 tanggal 12 Mei 2008 yang telah berkekuatan hukum 

tetap, PEMDA DKI Jakarta selaku Tergugat I/Pembanding I/Termohon 

Kasasi selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara tersebut, mengajukan 

permohonan pengukuran dan pemisahan terhadap Sertipikat Hak Pakai 

Nomor: 32/Kelapa Dua Wetan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan DKI Jakarta sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Nomor 5/2011 

tanggal 05 April 2011 dan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta 

Nomor 617/2011 tanggal 29 April 2011.  

DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Nomor 5/2011 

tanggal 05 April 2011, tentang Persetujuan atas Pelaksanaan Pelepasan 

dan Penghapusan Aset Tanah di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, 

Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, memberikan dasar 

pertimbangan sebagai berikut: 

a.  Bahwa berdasarkan Surat Nomor 2591/-1.711 tanggal 8 November 

2010, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengajukan permohonan 

persetujuan atas pelaksanaan pelepasan dan pengahapusan tanah 
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yang berlokasi di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, 

Kota Administrasi Jakarta Timur; 

b.  Bahwa permohonan persetujuan tersebut pada huruf a, dalam rangka 

melaksanankan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 2285K/Pdt/2007 tanggal 12 Mei 2008 dan Teguran 

(Aanmaning) Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 

37/2009.Eks/PN.Jkt.Tim tanggal 30 September 2009; 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Nomor 5/2011 tanggal 05 

April 2011, tentang Persetujuan atas Pelaksanaan Pelepasan dan 

Penghapusan Aset Tanah di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, 

Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur. 

Selanjutnya DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Surat Keputusan 

tersebut memutuskan: 

KESATU : Menyetujui atas pelaksanaan pelepasan dan penghapusan 

aset tanah di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan 

Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur. 

KEDUA : Mempercayakan pelaksanaan diktum KESATU kepada 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan  

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan 

perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.  

Kemudian Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Keputusan 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 617/2011 tanggal 29 April 2011, 

tentang Penghapusan Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Berupa 

Tanah Seluas 8.110 m2 terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, 

Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, memberikan dasar 

pertimbangan sebagai berikut: 

a. Bahwa tanah seluas 8.110 m2 yang merupakan sebagian dari aset 

milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Sertipikat Hak 
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Pakai Nomor 32/Kelapa Dua Wetan seluas 17.775 m2 telah menjadi 

obyek sengketa di Pengadilan karena digugat kepemilikannya oleh 

Antjin Ganton; 

b. Bahwa sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan Nomor 

285/Pdt.G/2004/PN.JKT.TIM juncto Nomor 14/PDT/2007/PT.DKI 

juncto Nomor 2285K/Pdt/2007 yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap dan Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri 

Jakarta Timur Nomor 37/2009.Eks/PN.Jkt.Tim tanggal 30 

September 2009, serta memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Nomor 5/2011 tanggal 

05 April 2011, tentang Persetujuan atas Pelaksanaan Pelepasan dan 

Penghapusan Aset Tanah di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, 

Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, perlu 

menghapus aset berupa tanah 8.110 m2 yang terletak di Kelurahan 

Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta 

Timur dari daftar inventaris barang daerah; 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang 

Penghapusan Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Berupa Tanah 

Seluas 8.110 m2 Terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, 

Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur. 

Selanjutnya Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam Surat Keputusan 

tersebut memutuskan:  

KESATU : Menghapus aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa  

tanah seluas 8.110 m2 yang terletak di Kelurahan Kelapa 

Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi 

Jakarta Timur dari daftar inventaris barang daerah. 

KEDUA : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI  

Jakarta untuk memproses penghapusan aset sebagaimana 

dimaksud pada diktum KESATU dari daftar inventaris 

barang daerah. 
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KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal  

ditetapkan. 

 

C.  ANALISIS PERMASALAHAN HUKUM 

 

1. Kepastian Hukum Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah Yang 

Dinyatakan Cacat Hukum Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum 

Mengikat Untuk Sebagian Luas Tanah Yang Menjadi Sengketa 

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, telah 

ditegaskan bahwa surat tanda bukti hak (sertipikat hak atas tanah) yang 

telah diterbitkan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, dan sesuai 

dengan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur postif, yang 

dianut dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia, maka sertipikat tanah 

yang telah diterbitkan tersebut bukan merupakan alat bukti yang mutlak, 

artinya terhadap sertipikat tersebut setiap waktu dapat digugat oleh pihak 

yang berhak atau pemegang hak yang sebenarnya. Hal ini dapat 

mengakibatkan sertipikat tersebut dicabut atau dibatalkan. 

Apabila ternyata terdapat kesalahan atau kekhilafan dalam penerbitan 

sertipikat hak atas tanah, harus melalui mekanisme hukum untuk 

memperbaiki akibat hukumnya. Dalam kejadiaan ini tentu ada pihak yang 

dirugikan. Pihak yang dirugikan berhak atas dan harus diberikan 

konpensasi kerugian. Dasar untuk mengajukan ganti rugi adalah 

berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Hubungan penerbitan sertipikat hak atas tanah dan kepastian hukum 

adalah hubungan sebab akibat. PP Nomor 24 Tahun 1997 telah 

menetapkan kepastian hukum yang lebih baik dibanding dengan PP 

Nomor 10 Tahun 1961. Jika pada PP Nomor 10 Tahun 1961, belum 

ditentukan batas waktu bagi pihak lain untuk menggugat pemilik sertipikat 

hak atas tananh, sebaliknya PP Nomor 24 Tahun 1997 dalam Pasal 32 ayat 

(2) menentukan batas waktu bagi pihak lain untuk menggugat, yakni lima 

tahun sejak dikeluarkannya sertipikat hak atas tanah tersebut. 
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Terkait dengan sengketa antara Antjin Ganton selaku 

Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dengan PEMDA DKI Jakarta 

selaku Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi mengenai penerbitan 

Sertipikat Hak Pakai Nomor 32/Kelapa Dua Wetan atas nama PEMDA 

DKI Jakarta seluas 17.775 m2 tersebut di atas, berdasarkan Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Timur   Nomor 285/PDT.G/2004/PN.JKT.TIM 

tanggal 26 Oktober 2005 juncto putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 2285/K/PDT/2007 tanggal 12 Mei 2008 yang telah 

berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa sertipikat tersebut dinyatakan 

cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat 

sepanjang tanah seluas 8.110 m2 dengan batas-batas yang telah dijelaskan 

di atas. Dalam hal ini terhadap sertipikat tersebut tidak dilakukan 

pembatalan atau penghapusan hak secara keseluruhan. Karena yang 

dibatalkan hanya sebagian luas dari sertipikat tersebut, maka dalam hal ini 

terjadi perubahan data mengenai bidang tanah khususnya mengenai data 

fisik, yaitu luas tanah dalam sertipikat tersebut, menjadi berkurang dari 

seluas 17.775 m2 menjadi 9.665 m2. 

Berdasarkan putusan peradilan tersebut, maka Gubernur Provinsi DKI 

Jakarta melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 

617/2011 tertanggal 29 April 2011 tentang Penghapusan Aset Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta Berupa Tanah Seluas 8.110 m2 Terletak Di 

Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi 

Jakarta Timur, menyetujui untuk menghapus aset Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta, berupa tanah seluas 8.110 m2 tersebut, yang merupakan 

sebagian luas tanah dari Sertipikat Hak Pakai Nomor 32/Kelapa Dua 

Wetan dari daftar inventaris barang daerah. Berdasarkan surat keputusan 

tersebut, maka sertipikat tersebut dinyatakan batal dan cacat hukum 

sepanjang seluas 8.110 m2. Sehingga terhadap sertipikat tersebut akan 

dilakukan pemisahan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta 

Timur. Dimana sertipikat tersebut akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu 

bagian pertama adalah sertipikat induk, dengan nomor sertipikat yang 

sama dan pemegang haknya tetap Tergugat I. Sedangkan bagian yang 
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kedua adalah sertipikat hasil pemisahan yaitu seluas 8.110 m2 milik 

Penggugat. Terhadap tanah seluas 8.110 m2 tersebut, akan kembali 

berstatus sebagai tanah hak milik adat berdasarkan Girik/Letter C Nomor 

229 Persil 9 Blok D.1. 

Pasal 55 PP Nomor 24 Tahun 1997 mengatur bahwa berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan 

penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibat terjadinya perubahan pada 

data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar, maka Kepala Kantor 

Pertanahan mencatat perubahan data tersebut pada buku tanah yang 

bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertipikatnya dan daftar-daftar 

lainnya, setelah adanya pemberitahuan resmi dari pengadilan atau adanya 

permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan lampiran salinan 

resmi dari putusan/penetapan pengadilan dimaksud. Sehingga terhadap 

Sertipikat Hak Pakai Nomor 32/Kelapa Dua Wetan akan dilakukan 

perubahan khususnya mengenai luas bidang tanah yang menjadi berkurang 

dari seluas 17.775 m2 menjadi 9.665 m2 (luas tanah terdahulu dicoret dan 

diganti dengan luas tanah yang telah ditetapkan). Demikian juga dengan 

Surat Ukur atas sertipikat tersebut, akan berubah dan diberi catatan dari 

tanah seluas 17.775 m2 akan dikurangi seluas 8.110 m2 sehingga akan 

menjadi seluas 9.665 m2. 

Dengan demikan dapat disimpulkan bahwa dalam hal terjadi sengketa 

kepemilikan tanah antara pemegang girik dan sertipikat hak atas tanah atas 

bidang tanah yang sama, yang mengakibatkan sertipikat tersebut 

dinyatakan batal atau cacat hukum untuk sebagian luas tanah yang menjadi 

sengketa, maka sertipikat hak atas tanah tersebut tetap mempunyai 

kekuatan pembuktian yang kuat seperti sertipikat semula. Akan tetapi 

terhadap sertipikat tersebut masih mungkin digugurkan atau dibatalkan 

sepanjang ada pembuktian yang sebaliknya yang menyatakan 

ketidakabsahan terhadap sertipikat tersebut. Oleh karena itu, sertipikat hak 

atas tanah bukanlah satu-satunya alat bukti pemegang hak atas tanah, 

karena masih terdapat alat bukti lainnya mengenai kepemilikan hak atas 

tanah. Jadi dalam hal ini tidak benar bila ada anggapan bahwa dengan 
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memiliki sertipikat tanah berarti pemilik sertipikat tersebut adalah mutlak 

pemilik tanah dan ia pasti akan menang dalam suatu perkara karena 

sertipikat tanah adalah alat bukti satu-satunya yang tidak tergoyahkan. 

Kekuatan pembuktian suatu sertipikat hak atas tanah masih harus 

dibuktikan di persidangan melalui tahap pembuktian mengenai keabsahan 

terhadap kepemilikan hak atas tanah yang dijadikan dasar penerbitan 

sertipikat tanah berdasarkan bukti-bukti baik secara tertulis maupun 

berdasarkan keterangan saksi. 

 

2. Prosedur Pelaksanaan Pelepasan Dan Permohonan Kembali Hak Atas 

Tanah Hasil Pemisahan Dari Sertipikat Yang Telah Dinyatakan Cacat 

Hukum 

Pelepasan hak adalah setiap perbuatan melepaskan hubungan hukum 

yang semula terdapat antara pemegang hak dengan tanahnya disertai 

dengan pembayaran ganti kerugian kepada pemegang haknya atau yang 

berhak atas tanah yang bersangkutan yang disepakati atas dasar 

musyawarah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan 

Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

Terkait dengan sengketa terhadap kepemilikan hak atas tanah dalam 

Sertipikat Hak Pakai Nomor 32/Kelapa Dua Wetan tersebut di atas, maka 

terhadap sebagian luas tanah yang dinyatakan cacat hukum dan batal oleh 

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu seluas 

8.110 m2 milik Penggugat dilakukan pemisahan terlebih dahulu kepada 

Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur. Dimana sertipikat 

tersebut akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama adalah 

sertipikat induk, dengan nomor sertipikat yang sama dan pemegang 

haknya tetap Tergugat I. Sedangkan bagian yang kedua adalah bidang 

tanah hasil pemisahan seluas 8.110 m2 milik Penggugat dan karena bidang 

tanah tersebut semula adalah tanah girik atau belum pernah bersertipikat, 

maka bidang tanah tersebut setelah dilakukan pemisahan kembali berstatus 
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sebagai tanah bekas hak milik adat berdasarkan Girik/Letter C Nomor 229 

Persil 9 Blok D.1. 

Selanjutnya terhadap bidang tanah hasil pemisahan seluas 8.110 m2 

tersebut, telah dilakukan pelepasan hak antara Penggugat beserta ahli waris 

lainnya (Pihak Pertama/selaku pihak yang melepaskan hak) dengan Kantor 

Regional V Badan Kepegawaian Negara (BKN) DKI Jakarta (Pihak 

Kedua/selaku pihak yang menerima pelepasan hak), dalam hal ini diwakili 

oleh Kepala Bagian Umum Kepegawaian Negara Kantor Regional V BKN 

DKI Jakarta, berdasarkan akta Pelepasan Hak tertanggal 19 Juli 2011 

Nomor 88, yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta Timur. Dalam akta 

pelepasan hak tersebut, dijelaskan bahwa pelepasan hak atas tanah seluas 

8.110 m2 tersebut (Obyek Pelepasan Hak), dilangsungkan dengan 

pembayaran ganti kerugian yang diberikan kepada Pihak Pertama selaku 

pemegang hak dari Pihak Kedua dengan harga sebesar Rp.2.297.500,-/m2 

(dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per meter 

persegi atau seluruhnya sebesar Rp.18.632.725.000,- (delapan belas milyar 

enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Rupiah). 

Ganti kerugian ini ditetapkan berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak 

(NJOP). Segala hak, kewajiban dan keuntungan serta kerugian dari Obyek 

Pelepasan Hak tersebut, terhitung pada saat penandatangan akta Pelepasan 

Hak tersebut di atas, telah berpindah menjadi milik dan hak Pihak Kedua 

(selaku pihak yang menerima pelepasan hak). 

Setelah dilakukan pelepasan hak sebagaimana dijelaskan di atas, 

selanjutnya atas bidang tanah seluas 8.110 m2 (Obyek Pelepasan Hak) 

tersebut, telah menjadi tanah negara yang belum bersertipikat (belum 

pernah terdaftar di Kantor Pertanahan). Oleh karena itu, untuk kepentingan 

Pihak Kedua terhadap tanah tersebut dilakukan permohonan hak baru atas 

nama Kantor Regional V BKN DKI Jakarta. Adapun prosedur 

permohonan hak atas tanah negara yang belum pernah terdaftar di Kantor 

Pertanahan sama dengan prosedur pendaftaran hak atas tanah untuk 

pertama kali sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 24 

Tahun 1997. Pemohon dapat mengurus sendiri permohonannya atau dapat 
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dikuasakan kepada orang lain. Sebelum permohonan sertipikat hak atas 

tanah di proses, kelengkapan berkas harus diperiksa terlebih dahulu oleh 

petugas Kantor Pertanahan. Kelengkapan tersebut antara lain: 

a)  Surat permohonan pendaftaran; 

b)  Surat pengantar Surat Keputusan Pemberian Hak; 

c) Surat Keputusan Pemberian Hak; 

d)  Identitas Pemohon atau kuasanya apabila dikuasakan; 

1)  Perorangan, Warga Negara Indonesia, harus melampirkan fotocopy 

Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; 

2)  Badan Hukum, dengan melampirkan akta pendirian perusahaannya 

beserta perubahan-perubahannya yang disahkan oleh Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia;   

e)  Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan 

(SPPT PBB) tahun berjalan; 

f)  Surat-surat tanda bukti perolehan hak atas tanah yang asli (tanah 

negara bekas tanah hak milik adat), yaitu: 

1)  girik milik adat; 

2)  surat pernyataan penguasaan fisik oleh pemohon yang dibuat 

dibawah tangan bermaterai cukup; 

3)  surat keterangan tanah tidak dalam sengketa di atas tanah; 

4)  salinan akta Pelepasan Hak yang telah dibuat dihadapan notaris; 

5)  surat rekomendasi tanah negara yang dibuat oleh Lurah dikuatkan 

oleh Camat setempat; 

6)  site plan/advis planning dari Kantor Walikota atau Ijin lokasi bagi 

yang disyaratkan menurut ketentuan perundang-undangan; 

g)  Ijin Mendirikan Bangunan dan Surat Keterangan Lurah yang 

menyatakan di atas tanah terdapat bangunan; 

h)  Fotocopy pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan/SSB BPHTB, berdasarkan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 1997 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 

yang telah divalidasi oleh kantor pelayanan PBB ; 
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i)  Bukti pelunasan pembayaran Pajak Penghasilan (Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1996).  

Apabila semua persyaratan tersebut di atas telah dipenuhi, maka 

permohonan hak yang diterima oleh Kantor Pertanahan  akan diproses, 

untuk selanjutnya akan diterbitkan sertipikat hak atas tanah. 

 

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2285 

K/PDT/2007 tertanggal 12 Mei 2008 

Penulis menganilisis dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam 

memutus perkara ini adalah sebagai berikut: 

1) Tergugat I telah mengkonversi tanah hak milik adat yang terdaftar 

dalam Girik/Letter C Nomor 229 Persil 9 Blok D.1, menjadi Sertipikat 

Hak Pakai Nomor 32/Kelapa Dua Wetan atas nama Tergugat I tanpa 

hak, karena tanah hak milik adat tersebut merupakan milik Penggugat 

yang belum pernah dijual, diberikan, dilepaskan atau dialihkan kepada 

pihak mana pun, termasuk kepada Tergugat I. 

Proses permohonan Sertipikat Hak Pakai atas nama Tergugat I 

tersebut, diajukan oleh pihak yang tidak berhak dan berwenang. 

Dalam hal ini terdapat indikasi bahwa Kantor Pertanahan kurang 

terliti dalam maenyelidiki riwayat tanah terjadinya perubahan pemilik 

Girik/Letter C Nomor 229 Persil 9 Blok D.1 atas nama pewaris (orang 

tua Penggugat) sehingga menjadi Sertipikat Hak Pakai Nomor 

32/Kelapa Dua Wetan atas nama Tergugat I tanpa adanya peralihan 

hak dalam bentuk apapun. Dalam hal ini, terdapat indikasi bahwa 

Kantor Pertanahan kurang teliti dalam menyelidiki riwayat tanah 

pemilik Girik tersebut, sehingga Sertipikat Hak Pakai Nomor 

32/Kelapa Dua Wetan terbit tidak sah secara hukum. 

Ketelitian dan kecermatan para petugas Kantor Pertanahan dalam 

menjalankan tugasnya akan mempengaruhi kepastian hukum hak atas 

tanah kerana besar kemungkinan kesalahan manusia (human error) 

yang terjadi sangant tergantung dari kondisi petugas yang 
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bersangkutan. Untuk menghindari kesalahan human error tersebut, 

perlu adanya pengecekkan ulang dari beberapa petugas Kantor 

Pertanahan baik terhadap data fisik maupun data yuridis suatu bidang 

tanah. Data fisik dan data yuridis yang terdapat pada Kantor 

Pertanahan harus sesuai dengan keadaan lapangan dan harus terhindar 

dari human error sewaktu petugas Kantor Pertanahan melakukan 

pemasukan data serta data yang dimasukkan telah akurat, sehingga 

data yang diterima oleh masyarakat adalah data yang benar.      

2) Alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dalam 

proses pembuktian di persidangan : 

a) Penggugat mengajukan alat bukti berupa Girik/Letter C Nomor 229 

Persil 9 Blok D.1 atas nama Law Wan Lang (orang tua Penggugat) 

dan alat-alat bukti tertulis lainnya yang telah disebutkan di atas, 

yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam 

perkara ini adalah benar milik Law Wan Lang, serta saksi-saksi 

yang menyatakan bahwa tanah tersebut benar telah dikuasai oleh 

Law Wan Lang dan diteruskan oleh ahli warisnya (Penggugat); 

b) Tergugat I mengajukan alat bukti berupa Sertipikat Hak Pakai 

Nomor 32/Kelapa Dua Wetan; 

Menurut Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 dan 

penjelasannya, alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, 

termasuk alat bukti hak lama yaitu surat bukti tertulis yang untuk 

keperluan pendaftaran hak harus dilengkapi dengan keterangan 

saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan, yang kebenarannya 

oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik 

atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah 

secara sporadik dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang 

hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. Apabila 

kemudian setelah alat bukti tersebut didaftarkan dan sertipikat hak 

atas tanah telah diterbitkan ada pihak lain yang mendalilkan bahwa 

dialah yang berhak atas tanah tersebut yang telah diperoleh 

pemegang sertipikat hak atas tanah tanpa hak berdasarkan alat 
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bukti yang cacat hukum, maka pihak lain tersebut dapat  

mengajukan pembatalan alat bukti pendaftaran ke pengadilan dan 

membuktikan adanya cacat hukum dalam alat bukti dan proses 

perolehan atau penerbitan sertipikat hak atas tanah tersebut. 

Apabila putusan hakim membatalkan alat bukti pendaftaran dan 

putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan 

mengenai pembatalan alat bukti pendaftaran tersebut dapat 

dijadikan dasar bagi Kantor Pertanahan untuk membatalkan 

pendaftaran hak dan penerbitan sertipikat. 

3) Dalam memeriksa dan memutus perkara ini, hakim lebih 

mempertimbangkan pada alat bukti tertulis dan keterangan saksi di 

persidangan yang diajukan oleh Penggugat. Hal ini sesuai dengan 

ketentuan Pasal 163 HIR bahwa barang siapa yang mengatakan ia 

mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk 

menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka 

orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. 

Hakim tidak mempertimbangkan kekuatan hukum Sertipakt Hak 

Pakai atas nama Tergugat I tersebut, meskipun sertipikat merupakan 

alat pembuktian yang kuat, namun jika dapat dibuktikan sebaliknya, 

maka atas sertipikat tersebut dapat dilakukan gugatan oleh pemegang 

hak yang sebenarnya. 

4) Putusan Hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat selaku 

pemegang hak milik adat berdasarkan Girik/Letter C Nomor 229 

Persil 9 Blok D.1, karena sesungguhnya pemegang tanda bukti hak 

lama berupa Pajak Bumi/Landrente, Girik, Ketitir dan Verponding 

Indonesia secara adat telah diakui sebagai pemilik tanah tersebut. 

Pengakuan tersebut secara adiministrasi negara diwujudkan ke dalam 

penerbitan sertipikat hak milik. 

Perkara ini dimenangkan oleh Penggugat dengan pertimbangan alat 

bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat 

saling berkaitan satu sama lain. Selain itu sejarah kepemilikan tanah 

dengan jelas menentukan bahwa Penggugat berhak atas tanah tersebut. 
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Hakim juga memutuskan untuk menghukum Tergugat dan/atau siapa 

saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan seketika tanah 

terperkara kepada Penggugat dengan bebas dari beban dan tanggungan 

apapun dan jika perlu dengan bantuan aparat yang berwenang. 

5)  Penguasaan fisik atas tanah oleh pihak yang secara hukum tidak 

berhak, merupakan alasan utama pembatalan Sertipikat Hak Pakai 

Nomor 32/Kelapa Dua Wetan untuk sebagian luas tanah yang menjadi 

sengketa dan oleh karenanya untuk sebagian luas tanah yang 

dibatalkan tersebut setelah dilakukan pemisahan statusnya kembali 

pada keadaan semula yaitu menjadi tanah bekas hak milik adat dengan 

Girik/Letter C Nomor 229 Persil 9 Blok D.1 atas nama Law Wan 

Lang (Alm) ayah Penggugat. Selanjutnya kepada ahli waris Law Wan 

Lang dilakukan pelepasan hak atas tanah yang menjadi sengketa 

tersebut. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan uraian dan analisa terhadap putusan pengadilan yang menjadi 

obyek penelitian pada tulisan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pembatalan sertipikat untuk sebagian luas bidang tanah yang disebabkan 

karena terdapat cacat hukum administratif dalam penerbitan sertipikat hak 

atas tanahnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 PMNA/KBPN 

Nomor 9 Tahun 1999, maupun karena melaksanakan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, mengakibatkan sertipikat 

tesebut dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat untuk sebagian luas bidang tanah yang menjadi sengketa. 

Terhadap sertipikat yang dibatalkan untuk sebagian luas bidang tanahnya 

dapat dilakukan tindakan hukum yaitu pemecahan atau pemisahan bidang 

tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dan 134 PMNA/KBPN 

Nomor 9 Tahun 1999. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa status hukum 

terhadap bidang-bidang tanah hasil pemecahan dan pemisahan adalah sama 

dengan status hukum bidang tanah semula/induknya. Dengan demikian  

suatu sertipikat yang dinyatakan batal atau mengandung cacat hukum untuk 

sebagian luas bidang tanah, tetap berlaku sebagai alat pembuktian yang 

kuat, artinya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data 

yuiridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar, 

baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam 

berperkara di pengadilan. 

2. Terhadap sertipikat yang dinyatakan batal dan cacat hukum untuk sebagian 

luas bidang tanah dapat dilakukan suatu tindakan hukum, antara lain 
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pemecahan atau pemisahan dari sertipikat induknya. Sehingga terhadap 

bidang tanah yang telah dipecah atau dipisahkan tersebut dapat dilakukan 

tindakan hukum pelepasan hak yang dilakukan di hadapan Notaris oleh 

pemegang haknya kepada calon pemegang hak baru, disertai dengan 

pembayaran ganti rugi oleh calon pemegang hak baru kepada pemegang hak 

(pihak yang melepaskan). Selanjutnya dilakukan permohonan hak baru 

kepada Badan Pertanahan Nasional, karena tanah hak tersebut setelah 

dilakukan pelepasan hak menjadi tanah negara yang belum pernah terdaftar 

di Kantor Pertanahan (belum bersertipikat). Oleh karena itu proses 

permohonan kembali atas tanah tersebut, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP 

Nomor 24 Tahun 1997 sama halnya seperti kegiatan pendaftaran tanah 

untuk pertama kali. 

3. Putusan hakim atas sengketa kepemilikan hak atas tanah di Kelurahan 

Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur antara Antjin Ganton 

selaku Penggugat melawan PEMDA DKI Jakarta selaku Tergugat I, Kepala 

Kecamatan Ciracas selaku Tergugat II dan Kantor Pertanahan Jakarta Timur 

selaku Turut Tergugat, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 

2285/K/PDT/2007 tanggal 12 Mei 2008 sudah tepat sesuai dengan sistem 

pendaftaran tanah di Indonesia, yaitu sistem publikasi negatif yang 

mengandung unsur-unsur positif, artinya bahwa tanda bukti hak atas tanah 

(sertipikat hak atas tanah) yang diperoleh seseorang belum menujukkan 

orang tersebut sebagai pemegang hak yang sebenarnya, karena setiap waktu 

dapat dibatalkan apabila ternyata ada pihak lain yang dapat membuktikan 

secara hukum bahwa ia adalah pemilik yang sebenarnya. 

 

B. Saran 

 

Saran yang dapat diajukan : 

1.  Untuk menghindari munculnya sengketa mengenai kepemilikan hak atas 

tanah dikemudian hari, hendaknya Pejabat Kantor Pertanahan harus lebih 

teliti, cermat dan seksama dalam melakukan pendaftaran tanah dengan 
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mengadakan penelitian baik terhadap data fisik maupun data yuridis atas 

tanah yang bersangkutan termasuk terhadap riwayat tanah. 

2.  Dalam hal terbitnya suatu sertipikat hak atas tanah yang sebelumnya 

diperoleh dari tanah yang berstatus hak milik adat (belum bersertipikat), 

maka sebaiknya dilakukan serangkaian pemeriksaan yang mendetail 

mengenai tata cara memperoleh hak atas tanah tersebut (termasuk status 

tanahnya, status para pihak dalam memperoleh hak atas tanahnya 

(pemegang hak atas tanah), dan ada atau tidaknya kesediaan pemilik tanah 

untuk melepaskan hak atas tanah yang dimilikinya), sebelum diterimanya 

permohonan hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan setempat. Sehingga 

diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa mengenai kepemilikan 

hak atas tanah yang bersangkutan dikemudian hari. 

3.  Dalam hal terjadinya sengketa mengenai tanah sebelum dilakukan 

pembatalan sertipikat hak atas tanah, seharusnya didahului dengan putusan 

perdata tentang siapakah yang berhak atas tanah tersebut.  
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